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Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
yang Strategik dan Berkelanjutan

Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Managemen
Perkantoran

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan
yang Harmonis dan Berkelanjutan

Meningkatnya Kualitas Penelitian dan
Pengembangan Pembangunan Daerah

Persentase Pemenuhan Dukungan Managemen
Perkantoran

Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
Pembangunan

Persentase Implementasi Kajian Pembangunan
Daerah




DAFTAR SOP BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020

NO NAMA SOP NOMOR SOP
1 2 i
] Penyusunan Kenaikan Gaji Derkala (KGE) B00/374/Sekrel-Bappelithanpda [ XIT 2020
2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat/KP. Reguler 800375/ Sekret-Bappelithangda,/ X1 /2020
3 Pengelolzan Pensiun 8007376 fSekret-Bappelitbangda /XIT/ 2020
4 Pengmsulan Diklat Pim /Telcnis/ Fungsional 800377 f Sekret-Bappelithangda / X1/ 2020
3 Pengusulan Pemberian Penghusrgam 8007378 Sekret-Bappelitbangda /XIT; 2020
6 Pengendalian Naskah Dinas Masuk 800,379/ Sekret Bappelithangda /X1, 2020
7 Pengendalian Surat Keluar BON IR0/ Sekret-Bappelithangda /X1, 2020
8 Pelaksanmm Perbendaharaan Keuanpgan 800381 fSekret-Buppelithamypda /XIT, 2020
9 Pengadministrasian dan Pembukuan Keuangan Dinas RONSAR2 Sekret-Bappelitbangda /X11, 2020
10 Peluksanaan Perjnlanan Mlinas 800383 /Sekret-Bappelithangda,/ X1,/ 2020
t Pelayanan Data dan Informas: Secara Langsung dan RO0 /284 /Sekret-Bappelitbeagda, X1/ 2020
Ticak langsung
12 enyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran B00 /385 /Sekret-Bappelitbangdn, X11, 2020
13 Penyusunan dan Perumusan Rencana Strategis [Renstra) 8OO,/ 386/ Sekret Bappelitbangda, 311/ 2020
14 Penyusunan dun Perumusan Rencana Kerja PD {Renja 800,387 !Sekret-Bappelibamgda /X1, 2020
D)
15 Penyusunan LKPJ/LAKIP dan LPPD 800,388/ Sekret-Bappehtbangda  X11/2020
16 Asistensi RKA/DPA Bidang Ekonomi 800389 ESDA Rappelithangda /X1 /2020
17 Pengelolaan Dana CSR 200390/ ESDA-Bappelitbargda /XII /2020
18 Muniloring dun Evaluasi Bidang Ekonomi dan Sumber 00/391/ ESDA-Bappelithungda /XTI /2020
Dava Alam
19 Kuoordinasi Bidimg Ekonomi dan Sumber Daya Alam 800/392/ESDA-Dappelitbangda / XII /2020
20 Koordinasi Persyusunan Dokumen Perencanaan B00 /393 SPW-Bappehtbangda / XIT/ 2020
Pembangunan Daernh Nidang Sarana dan Prasareana
Wikiyah
21 |Monitoring dan Fvaluasi Bidang Sarana dau Praserana 8007394 /SPW Happelithangda,/ A1/ 2020
Wilayah
22 Asistensi Penyusunan Dokumen Porencanann &00/395/SFW Bappclitbaagda /X117 2020
Pembangunan Peranglkal Daerah Bidang Saruna dan
Prasasramis Wilayah
23 Penyelenyguran Forum Konsulrasi Publik 800,396 /PPE-Bappelitbangda/ XII; 2020
24 Penyelenggaraan ¥orum l'erangkat Daerah . A00,397 /PPE-Bappoliteayda X1/ 2020
25 Penyelenggaraan Musrenbang, B0 /398 I'PE-Bappelitbangda NI/ 2020




NO NAMA SOP NOMOR S0P
1 2 3

26 Penyusunan RKFD 800/3% [PPR Bappelithangda / X1172020

27 |Penyusunan REJMD B00; 300/ P2 -Bappelitbangda /| X11 /2020

28 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban B0O 401/ Litb-Bappelitbangda / X31/2020
|LKRJ) Bapati Purwakarta

29 Koordinasi Penvusunan Dokumen Perencanaan 800,402,/ PPM Bappelitbangda/ XII /2020
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan
Pem bangunan Manusia

30 Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan 500, 403/ PPM-Bappelitbengda ( X171 /2020
Pembangunan Manusia

31 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanasn 500/ 404/ PPM-Bappelitbangeds /X111 2020

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemermntahan
dan Pernhangunan Manusia

NIP. 19680911 199302 1 001




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
i B BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
L@ J PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Gandanepara No. 25 Puraakarta 11111

Telp. (026G4) 8224970 Faks. (0264] 204909

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : foo/4R/ & ?)WWM/QDDO

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

EEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efiseinsi, efektifitas,
transparansi dan  akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan  serta  pelayanan  masvarakat  perlu
disusun Standar Operasional Prosedur Pada Badan
Perencanaan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;

b. bahwa sebagai salah satu upaya penatalaksanaan
tersebut divujudkan dalam bentuk penyusunan dan

pelaksanaan  Standar Operasional Prosedur

Lingkungan Badan  Perencanaan  Pembangunan,
Penclitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Purwakarta; -

¢. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menerbitkan
Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Purwakarta tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan  Badan  Perencanaan  Pembangunan,
Penelitian  dan  Pengembangan Daerah Kabupaten

Purwakarta.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 {entang
Pembentukan Daerah - Dacrah Kabapaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang pembentukan Kabupaten [PPurwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang - Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawsa
Baral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494/;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang — Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3679},

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35887
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 187. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional  Prosedur Administrasi  Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
64);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

¥. Peraturan Daersah Kabupaten Purwakaria Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
FPerangkat Dasrah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

&, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Momor 15 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Habupaten Purwakarat Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSEAN

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
FPenelitian dan  Pengembangan Daerah HKabupaten
Purwakarta tentang Standar Operasional Prosedur (SOF di
Lingkungan Badan Perecncanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;

Standar Operagional Prosedur sebagaimana dimaksud
pada Dikium EESATU adalah sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini;

Standar Operasional  Prosedur  sebagmwmana terlampir
dalam Keputusan ini pelaksanaannya diwji cobakan dan
dievaluasi sclama 1 (satu] tahun, apabila ada perubahan
mendasar dalam  pelaksanaan  uwji  coba  Standar
Cperasional  Prosedur  sehingga  ketentuan  dalam
Keputusan ini tidal sesuai lagi maka Keputusan ini dapat
ditinjan kembali;

Keputusan i mulan berlakn sejak langeal ditetapkan,
dengan  ketentusn  apabila dikemnudian hart  terdapat
lkekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

Dhtetapkan di Purwakarta
Pada tanggal % \B;?Eﬂ‘lk?ﬁl' DOa0

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
EABUPATEN PURWAKARTA,

NIP. 19680911 199302 1 001



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WIBAWA KARTA RAVARIA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor Standar 800/374/Sekret-Bappelitbangda/XI11/2020
Operasional
Prosedur

Tanggal 01 Oktober 2020
Pembuatan

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 03 Desember 2020

Disahkan oleh

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ningian
—— ‘C -

DR. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
N PEMBINA UTAMA MUDA
NIF. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur :

Penyusunan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan ke Tujuh Belas atas Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63);
Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabpaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2020 Nomor 25).

- Memahami Peraturan Kepegawaian
- Menguasai Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer dan Kelengkapannya
2. Printer
3. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1.  Usulan Kenaikan Gaji Agar Tepat Waktu dan Tepat Gaji, Maka PNS Yang Bersangkutan Mengusulkan 3 Bulan Sebelum
Terhitung Mulai Tanggal SK Terakhir Yang Dimilikinya
2.  Kenaikan Gaji Berkala PNS Harus Sudah Diterbitkan 2 Bulan Sebelum Waktunya




Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Kegiatan Kasubbag Keterangan
PengADM .
. Kepeg dan Sekretaris KEPALA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Pegawai
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Melihat dan Meneliti Buku Penjagaan Untuk Buku Penjagaan KGB 1 Hari Daftar Nama PNS Yang Akan KGB
Mengetahui PNS Yang Akan Mendapat KGB Pada SK CPNS dan PNS
Periode Bulan Berjalan SK KP Terakhir
Membuat Nota Dinas Yang Dittd Oleh Sekretaris Daftar Nama PNS Yang Akan KGB 2 Hari Nota Dinas Yang Dittd Oleh Sekertaris
Untuk Para Kabid Yang Berisi Tentang A 4 Yang Berisi Tentang :
Pemberitahuan PNS Yang Akan KGB - Nama PNS Yang KGB
- Syarat Yang Harus Dilengkapi Oleh
PNS Yang Bersangkutan
- Batas Waktu Pengumpulan Berkas
Meneliti dan Mengolah Berkas/Persyaratan PNS Berkas KGB PNS Yang Bersangkutan : 1 minggu - Tersusunnya Berkas KGB PNS
Yang Akan KGB Serta Membuat Draft Surat KGB 1. FC SK CPNS dan PNS - Draft Surat KGB
\4 2. FC KP Terakhir
Nota Dinas Yang Dittd Oleh Sekertaris Yang
A Berisi Tentang :
Nama PNS Yang KGB
4 Meneliti Kelengkapan KGB Apabila Memenuhi A 4 - Daftar Surat KGB Tiap PNS Yang Akan KGB 2 Hari Surat KGB Tiap PNS Yang Di Paraf Oleh
Syarat, Surat KGB Di Paraf dan Jika Ada Koreksi /\ - Berkas KGB PNS Kasubag Pegum
Dikembalikan Kepada Pengelola KGB \/ - ersusunnya Berkas KGB PNS
A
Menganalisis Surat KGB PNS Yang Akan Y Surat KGB Tiap PNS Yang Diparaf Oleh 1 Hari Surat KGB Tiap PNS Yang Diparaf Oleh
Mendapatkan KGB, Apabila Memenuhi Syarat \ Kasubag Pegum Sekertaris
Surat Tersebut Diparaf dan Apabila Ada Koreksi /
Dikembalikan Kepada Kasubag Kepegawaian dan )¢
Umum
6 Mengkaji Surat KGB PNS Yang Akan Mendapatkan y Surat KGB Tiap PNS Yang Diparaf Oleh 1 Hari Surat KGB Tiap PNS Yang Diparaf Oleh
KGB, Apabila Memenuhi Syarat Surat Tersebut / Sekertaris Kadis/Kabadan
Dittd, dan Apabila Tidak Memenuhi Syarat Surat \
Tersebut Dikembalikan Kepada Sekretaris
7 Menerima Surat KGB Yang Telah Di TTD Kadis / Surat KGB Tiap PNS Yang Diparaf Oleh Kadis/ 2 Jam Surat KGB Tiap PNS Yang Diparaf Oleh
Kabin dan Menelitinya Kabadan Kadis/Kabadan dan Telah Diberi Nomor
Serta Cap Dinas
8 Mencatat Surat KGB PNS Dalam Buku Penjagaan - Surat KGB PNS 1 Hari - KGB Terdokumentasi Dalam Buku
Serta Memberikan Kepada PNS Yang Bersangkutan | - Buku Penjagaan Piagam
dan Kepada Subag Keuangan Serta C—_L> - Surat KGB Tiap PNS Yang Diparaf Oleh Kadis - KGB Tersimpan Dalam File Personal
Mendokumentasikan/Mengarsipkan Dalam Data /Kabadan dan Telah Diberi Nomor Serta PNS
PNS Serta Melaporkanya Kepada BKPSDM dan Cap Dinas - Surat KGB Tersampaikan Pada PNS
Bidang Penatausahaan Keuangan BKAD Yang Bersangkutan dan Subag
Keuangan dan Dilaporkan Pada
BKPSDM




WIBAWA KARTA RAHARJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor Standar
Operasional
Prosedur

800/375/Sekret-Bappelitbangda/X11/2020

Tanggal
Pembuatan

01 Oktober 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

03 Desember 2020

Disahkan oleh

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELUITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM
KABUPATEN PURWAKARTA,

| S
- ——
R lae—
{ DR. AEP DUROHMAN, 5.Pd, M.Pd

\ PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur :

Pengelolaan Kenaikan Pangkat /KP. Reguler

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 63);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 164);

4.  Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembangunan Daerah Kabpaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2020 Nomor 25).

- Memahami Peraturan Kepegawaian
- Memahami Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Pengolahan/Proses di BKPSDM

1. Komputer dan Kelengkapannya

2. Printer
3. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1.  Berkas KP PNS Harus Sudah Dikirim Ke BKPSDM 3 Bulan Sebelum Yang Bersangkutan Naik Pangkat




Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Kegiatan PengADM Kasubbag ) Keterangan
. Kepeg dan Sekretaris Kepala Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Pegawai Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Melihat dan Meneliti Buku Penjagaan Untuk - Buku Penjagaan 1 Minggu | Daftar Nama PNS Yang Akan KP
Mengetahui PNS Yang Akan Mendapat KP | ( ) - DUK
Pada Periode Bulan Berjalan - Daftar Normatif Pegawai
2 Membuat Nota Dinas Yang Dittd Oleh Daftar Nama PNS Yang Akan KP 2 Hari Nota Dinas Yang Dittd Oleh Sekertaris Yang
Sekertaris Untuk Para Kabid Yang Berisi v Berisi Tentang :
tentang Pemberitahuan PNS Yang Akan Naik a.Nama PNS Yang KP
Pangkat Serta Untuk Melengkapi Berkas b.Syarat Yang Harus Dilengkapi
Persyaratan c. Batas Waktu Pengumpulan Berkas
3 Mengolah Berkas KP PNS Yang Sudah Persyaratan/Berkas PNS Yang Akan KP Yang | 2 minggu - Berkas PNS Yang Akan KP Lengkap
Berkumpul di Subbag Pegum dan Membuat Terdiri Dari : - Draft Surat Tentang Usulan Kenaikan
Draft Surat Usulan KP Untuk BKPSDM 1. Kartu Pegawai Pangkat Untuk BKDPSM
2. SK Pangkat Terakhir
L 3. DP 3 Dalam 2 Terakhir
4. ljazah/Transkip Izin/Tugas Belajar
5. STLUPKP
y 6. STLULD/Diklat
7. SPP (Surat Pernyataan Pelantikan)
8. BA Sumpah Jabatan
9. SPMIJ
10. DRH (Gol IV /C Keatas)
11. PAK  Asli/Memenuhi  Syarat Bagi
Jabatan Fungsional
Nota Dinas Yang Dittd Oleh Sekertaris
4 Meneliti Kelengkapan KP Apabila - Berkas PNS Yang Akan KP Lengkap dan 1 hari - Kelengkapan KP PNS Sesuai Persyaratannya
Memenuhi Syarat, Dan Mengoreksi Surat "\ - Draft Surat Tentang Usulan Kenaikan - Surat Usulan Untuk BKPSDM Diparaf Oleh
Usulan Untuk BKPSDM, Apabila Ada Koreksi / Pangkat Untuk BKPSDM Kasubag Pegum
Dikembalikan Pada Analisis Kepeg A v
5 Menelaah Surat Usulan KP Apabila Setuju - Kelengkapan KP PNS Persyaratannya 2 Jam Surat Usulan Untuk BKPSDM Diparaf Oleh
Surat Tersebut Diparaf, Apabila Ada Koreksi - Surat Usulan Untuk BKPSDM Diparaf Oleh Sekertaris dan Kelengkapannya/Berkas
Dikembalikan Pada Kasubag Pegum Kasubag Pegum Memenuhi Syarat
6 Surat Usulan KP Apabila Setuju Surat Surat Usulan Untuk BKPSDM Diparaf Oleh 2 Jam Surat Usulan Dittd Kepala dan Kelengkapannya
Tersebut Dittd dan Apabila Ada Koreksi/ Sekertaris dan Berkas Memenuhi Syarat Sesuai Dengan Persyaratan
Tidak Setuju Dikembalikan Pada Sekertaris
7 Mengirim Surat Beserta Berkas KP Kepada | - Surat Untuk BKPSDM Sudah Dittd Oleh 1 Hari Tanda Terima Surat Dan Berkas Dari BKPSDM
BKPSDM | Kaban, Diberi Nomor dan Di Cap
- Berkas Lengkap Isi Persyaratan
8 Menerima Kep Bup Tentang KP PNS Dari Kep.Bup tentang KP PNS Yang Bersangkutan 1 Hari - Kep.Bub KP Tersampaikan Kepada Subag
BKPSDM, Kemudian Di Teliti dan Diproses Keuangan dan Kepada PNS Yang
Lebih Lanjut Untuk Kenaikan Gaji Dan Bersangkutan
Diberikan Pada PNS Yang Bersangkutan - Tanda Terima Dari PNS Yang Bersangkutan
9 Mendokumentasikan / Mengarsipkan Dalam Kep Bup Tentang KP PNS Yang Bersangkutan 1 Hari - Kep.Bub KP Tersimpan Dalam File Personel
Data Personil PNS dan Mencatatnya Pada |( )< PNS
Buku Perniagaan - Tercatat Dalam Buku Penjagaan




WIBAWA KARTA RAHARJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor Standar
Operasional
Prosedur

800/376/Sekret-Bappelitbangda/XI1/2020

Tanggal
Pembuatan

01 Oktober 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

03 Desember 2020

Disahkan oleh

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM
KABUPATEN PURWAKARTA,

P g

e

DR. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
. PEMBINA UTAMA MUDA
NLP. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur :

Pengelolaan Pensiun

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

2. Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabpaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2020 Nomor 25).

- Memahami Peraturan Kepegawaian
- Mengusai Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1.  SOP Pengendalian Surat Keluar
2. SOP Proses Pensiun Dari BKPSDM

2. ATK

1. Komputer dan Printer serta Kelengkapannya

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Mencapai Batas Pensiun Diberitahukan Kepada PNS Yang Bersangkutan

Sebelum Yang Bersangkutan Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)

2. Berkas Kelengkapan Pension PNS Harus Sudah Dikirim Ke BKPSDM Kab. Purwakarta, 6 Bulan Sebelum PNS Yang Bersangkutan

Pensiun

3.  Pengajuan Berkas Dilaksanakan Dalam 2 Periode Yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember




Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Kegiatan Kasubbag Keterangan
PengADM Kepeg dan BID/UPT Sekretaris Kepala Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Pegawai
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Melihat dan Meneliti Buku Penjagaan Untuk - Buku Penjagaan 1 hari Daftar Nama PNS Yang Akan Mencapi
Mengetahui PNS Yang Akan Mencapai BUP - Daftar Nominatif BUP
Periode 1 Tahun Ke Depan
2 Membuat Draft Nota Dinas Yang Dittd Oleh |—ﬁ Daftar Nama PNS Yang Akan Mencapai 2 hari Nota Dinas Yang Sudah Dittd Sekertaris
Sekertaris Untuk Para Kabid Tentang Nama BUP Yang Berisi tentang :
PNS Yang Akan Mencapai BUP - Nama PNS Yang Akan Pensiun
- Berkas Yang Harus Dilengkapi
v - Batas Waktu Pengumpulan Berkas
3 Menerima Nota Dinas dan Menyampaikannya - Nota Dinas Yang Berisi Pemberitahuan 2 jam Surat Pengantar/Nota Dinas Dari Unit
Kepada PNS Yang Mencapai BUP Untuk PNS Yang Akan Pensiun Kerja Untuk Memberikan
Melengkapi Berkas Pensiunnya - Nama PNS Yang Akan Pensiun Berkas/Persyaratan PNS Yang Akan
- Berkas Yang Harus Dilengkapi Pensiun Sesuai BUP
- Batas Waktu Pengumpulan Berkas
4 Meneliti Kelengkapan Berkas Pensiun Yang Surat Pengantar/Nota Dinas Dari Unit | 2 minggu | Daftar Nama PNS Yang Akan Pensiun
Sudah Terkumpul di Subbag Kepegawaian dan Kerja Untuk Memberikan Berserta Kelengkapannya
Umum, Apabila Tidak Lengkap Dikembalikan Berkas/Persyaratan PNS Yang Akan
Kepada PNS Yang Ada di Bidang Pensiun Sesuai BUP
Surat Pengantar Disertai Berkas :
A 1. FCKartu Pegawai
2. FCKaris/Karsu
3. Surat Pernyataan Tidak Menyimpan
A Barang Milik Negara
4. FC Surat Nikah Yang Dilegalisir Oleh
KUA
5. Daftar Susun Keluarga
6. FC Akte/Surat Kena Lahir
7. Surat Permintaan Pembayaran
Pensiun/SP4
8. Daftar Rincian Gaji
9. Surat Keterangan Masa Kerja
Selama Jadi PNS
5 Memeriksa Kelengkapan Berkas dan Membuat <, Daftar Nama PNS Yang Akan Pensiun 1 hari - Draft Surat Usulan Yang Diparaf Oleh
Draft Surat Usulan Untuk Diberikan Kepada Beserta Kelengkapannya Kasubag Pegum
BKPSDM, Apabila Lengkap Surat Tersebut - Berkas/Syarat Lengkap
Diparaf, Apabila Tidak Lengkap Dikembalikan 1
Kepada Pengadm
6 Meneliti Surat dan Kelengkapannya, Apabila - Draft Surat Usulan Yang Diparaf Oleh 2 jam Surat Usulan Yang Diparaf Sekertaris
Lengkap Diparaf, Apabila Tidak Dikembalikan Kasubag Pegum dan Berkas /Syarat Lengkap
Pada Kasubag Pegum _j - Berkas /Syarat Lengkap
1 N\
7 Melengkapi Surat dan Kelengkapannya, ) Surat Usulan Yang Diparaf Sekertaris dan 2 jam - Surat Usulan Dittd Kadis/Kaban

Apabila Setuju Dittd, Apabila Tidak Lengkap
Dikembalikan Pada Sekretaris

Berkas / Syarat Lengkap

- Berkas/Syarat Lengkap




Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Kegiatan PensADM Kasubbag Keterangan
cne . Kepeg dan BID/UPT Sekretaris Kepala Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Pegawai
Umum
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
8 Mengirimkan Surat Susulan Beserta - Surat Usulan Dittd Kaban 1 hari Surat Diberi Nama, Cap dan Diberi
Kelengkapannya Kepada BKPSDM Untuk - Berkas/Syarat Lengkap Amplop
Diproses
9 Menerima SK Pensiun Untuk Diteliti dan SK Pensiun PNS Yang Bersangkutan 1 hari Tanda Terima SK
Diserahkan Kepada PNS Yang Bersangkutan
10 Mencatat Dalam Buku Penjagaan dan - Tanda Terima SK 1 hari Dicatat Dalam Buku Penjagaan dan

Menyimpan Sebagai Arsip

SK Pensiun PNS

Tertata di Arsip




BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BANA KARTA RAHARSA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor Standar
Operasional
Prosedur

800/377/Sekret-Bappelitbangda/XI1/2020

Tanggal
Pembuatan

01 Oktober 2020

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

03 Desember 2020

Disahkan oleh

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

DR, AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
. PEMBINA UTAMA MUDA
NLP. 19680911 149302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur :

Pengusulan Diklat Pim / Teknis / Fungsional

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63);

3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabpaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2020 Nomor 25).

- Memahami Peraturan Kepegawaian
- Mengusai Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengendalian Surat Keluar

1. Komputer dan Printer serta Kelengkapannya

2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :




Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Kegiatan Kasubbag Keterangan
PengADM .
Pegawai Kepeg dan BID Sekretaris Kepala Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Menerima dan  Mengagendakan  Surat - Surat Masuk Beserta Disposisi Dari 3 Jam Nama Pegawai Yang Diusulkan Untuk
Pemanggilan Peserta Diklat Pim/Teknis/ Kaban dan Sekertaris Mengikuti Diklat
Fungsional, Kemudian Melihat dan Meneliti ( ) - Daftar Nominatif Pegawai
Daftar Pegawai Yang Memenuhi Syarat Untuk
Mengikuti Diklat Tersebut *
2 Membuat Surat Pemberitahuan Berupa Nota Nama Pegawai Yang Diusulkan Untuk 1 Hari - Nota Dinas Yang Dittd Oleh Sekertaris
Dinas Unit Kerja Lingkup Dinas/Badan Yang Mengikuti Diklat - Daftar Nama Yang Diusulkan Mengikuti
Dittd Oleh Sekretaris l Diklat
3 Mengusulkan Nama Pegawai Calon Peserta _ - Nota Dinas Yang Dittd Oleh Sekertaris 2 Hari Nota Dinas Yang Berisi Tentang Usulan
Yang Akan Mengikuti Diklat Sesuai Dengan > - Daftar Nama Yang Diusulkan Nama Pegawai Yang Akan Menjadi Calon
Persyaratan Mengikuti Diklat Peserta Diklat Sesuai Dengan Persyaratan
4 Menerima Surat Nota Dinas Dari Unit Kerja Nota Dinas Yang Berisi Tentang Usulan 2Jam Daftar Usulan Calon Peserta Yang Sesuai
Beserta Usulan Nama Pegawai Beserta < Nama Pegawai Yang Akan Menjadi Calon Dengan Persyaratan Untuk Mengikuti
Datanya Untuk Mengikuti Diklat Kemudian Peserta Diklat Sesuai Dengan Persyaratan Diklat
Diteliti Dan Ditelaah, Apabila Kekurangan Data
Dikembalikan Kepada PNS Yang Ada Di Bidang
5 Membuat Draft Surat Tentang Usulan Peserta Daftar Usulan Calon Peserta Yang Sesuai 3Jam Surat SP Diparaf Kasubag Pegum
Diklat Beserta SP Nya > Dengan Persyaratan Untuk Mengikuti
y Diklat
6 Meneliti/Mengoreksi Surat Usulan dan SP nya /\ Surat SP Diparaf Kasubbag Pegum 2 Jam Surat dan Daftar Usulan Serta Diparaf
Apabila  Setuju Diparaf Apabila Tidak \/ Sekertaris
Dikembalikan Kepada Kasubag Pegum l
7 Mengkaji Surat Usulan dan SP Nya, Apabila Surat dan Daftar Usulan Serta Diparaf 1Jam Surat dan Daftar Usulan Serta SP di Ttd
Setuju Dittd Apabila Tidak Setuju Dikembalikan <> Oleh Sekertaris Kaban
Kepada Sekretaris
8 Menyampaikan Surat Usulan Peserta Diklat Surat Usulan dan SP Yang Telah Di Ttd 1 Hari - Surat Diterima Oleh BKPSDM/Bandiklat

Kepada BKPSDM/Bandiklat dan
Menyampaikan SP Kepada Pegawai Yang
Bersangkutan  Untuk  Mengikuti  Diklat

Dimaksud Serta Mengarsipkan Dalam File
Pegawai /Folder Diklat

Oleh Kaban dan Diberi Nomor Serta Cap

Dengan Tanda Terima Surat

- SP Diterima Oleh Pegawai
Bersangkutan

- Surat dan SP Diarsip Ke Dalam File
Pegawai/ Folder Diklat

Yang




WIBAA KARTA RAHARA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor Standar 800/378/Sekret-Bappelitbangda/X11/2020
Operasional
Prosedur

Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 03 Desember 2020

Disahkan oleh

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM
KABUPATEN PURWAKARTA,

NIP. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur :

Pengusulan Pemberian Penghargaan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 94);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);

4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabpaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2020 Nomor 25).

- Memahami Peraturan Kepegawaian
- Mengusai Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Proses Pemberian Penghargaan Dari BKPSDM

1. Komputer dan Printer serta Kelengkapannya
2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :




Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Kegiatan Kasubbag Keterangan
PengADM .
Pegawai Kepeg dan Sekretaris Kepala Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menerima dan Mengagendakan Surat - Surat Yang Telah Didisposisi Kaban/ 2 Hari Daftar Nama Pegawai Yang Memenuhi
Pemberitahuan Dari BPSDM Bagi PNS Yang Akan Q Sekretaris Persyaratan Untuk Menerima Penghargaan
Menerima Penghargaan (10/20/30 Tahun) Serta - Daftar Nominatif Pegawai
Menginventarisir Nama Pegawai Yang Memenuhi |
Syarat Untuk Menerima Penghargaan
2 Mengevaluasi Kondite Pegawai Yang Akan Daftar Nama Pegawai Yang Memenuhi 1 Hari Draft Surat Usulan Beserta Daftar Nominative
Mendapatkan Penghargaan Serta Membuat Draft — Persyaratan Untuk Menerima Penghargaan Pegawai Yang Akan Menerima Penghargaan dan
Surat Usulannya Untuk BKPSDM y I Diparaf Oleh Kasubag Pegum
3 Memaraf Surat Usulannya Setelah Dianalisis Jika Draft Surat Usulan Beserta Daftar 2 Hari Surat Beserta Daftar Nominative Diparaf Oleh
Ada Kesalahan/Koreksi Dikembalikan Pada Nominative Pegawai Yang Akan Menerima Sekertaris
Kasubag Pegum Penghargaan dan Diparaf Oleh Kasubag
A Pegum
4 Menandatangani Surat Setelah Dikaji Jika Ada Surat Beserta Daftar Nominative Diparaf 1 Hari Surat Beserta Daftar Nominative Diparaf Oleh
Kesalahan / Koreksi Dikembalikan Pada Sekertaris \> Oleh Sekertaris Kadis/ Kaban
5 Menyampaikan Surat dan Daftar Nominative - Surat Beserta Daftar Nominative Dittd 1 Hari Tanda Terima Surat Dari BKPSDM
Kepada BKPSDM Sebagai Bahan Pertimbangan P Oleh Kaban
Untuk Mendapakan Penghargaan M - Surat Diberi Nomor Dan Cap
6 Menerima Surat Pemberitahuan Dari BKPSDM Kep. Bup tentang Nama Pegawai Yang Akan 3 Hari - Tanda Terima Dari Pegawai Yang Bersangkutan
Untuk Para Pegawai Yang Mendapatkan » Menerima Penghargaan - Pegawai Yang Bersangkutan Menerima
Penghargaan, Diteliti dan Kemudian Diberikan Penghargaan
Informasinya Kepada Pegawai Yang
Bersangkutan, Dalam Suatu Upacara Pemberian
Penghargaan Gaji Pegawai
7 Mengarsipkan Dalam File Kep. Bup tentang Nama Pegawai Yang Akan 1 Hari Untuk Dokumentasi /Arsip

O

Menerima Penghargaan




Nomor Standar Operasional
Prosedur

800/379/Sekret-Bappelitbangda/XI1/2020

Tanggal Pembuatan

01 Oktober 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

03 Desember 2020

WIBAWA KARTA RAHARJA

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Disahkan oleh

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENEUITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM
KABUPATEN PURWAKARTA,

|

( DR, ALP DUROHMAN, $.Pd, M.Pd
N PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur :

Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41 A Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51
Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;

2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabpaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2020 Nomor 25).

- Menguasai Komputer

- Mengetahui Peraturan Tata Naskah Dinas
- Mengetahui Peraturan Kerasipan
- Memahami Bahasa Inggris (Minimal Pasif)

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Pengendalian Surat Keluar

1. Komputer dan Printer
2. ATK

3. Lemari Kartu Kendali
4. Scanner

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Kartu kendali masuk
2. Disposisi




Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Kegiatan Kasubbag Keterangan
PengADM Kepeg dan Sekretaris Kepala Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Pegawai
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menerima Surat Masuk Dari Pengirim (Pos/Caraka/ Surat/Naskah Dinas 5 Menit - Tanda Pengirim Surat SOoP
Kurir/Perorangan) Serta Meneliti Kebenaran Alamat - Alamat Yang Dituju Benar Pengendalian
Naskah Dinas Apabila Benar Kemudian Diagendakan - Distempel Pada Surat Yang Masuk Surat Keluar
Tapi Apabila Salah Alamat Dikembalikan Pada - Ditulis Pada Agenda Surat Masuk
Pengirim - Diberikan Kartu Disposisi
2 Meneliti Surat/Naskah Dinas Yang Masuk dan Surat Dinas Yang Benar dan Tepat : 2 Menit Pada Surat Tercantum Klasifikasi
Mencantumkan Kode Klasifikasi Pada Surat, Apabila ] - Tanda Pengirim Surat
Ada Kesalahan Dikembalikan Pada Pengelola - Alamat Yang Dituju Benar
Kearsipan
3 Menuliskan Catatan Pada Kartu Disposisi Pada Surat Tercantum Klasifikasi 5 Menit Arahan Sekertaris Pada Disposisi Surat
4 Menuliskan Instruksi/Arahan Lebih Lanjut Untuk v Arahan Sekertaris Pada Disposisi Surat 5 Menit Instruksi/Arahan Dari Kaban
Penanganan Surat Tersebut
5 Menuliskan Pada Kartu Kendali Kemudian Instruksi/Arahan Dari Kaban 10 Menit - Dicatat Pada Kartu Disposisi SOP
Memberikan Surat Tersebut Kepada Unit Pengolahan - Diberikan Pada Unit Pengolahan Pengendalian
(Unit  Kerja di Lingkungan Badan) Sesuai :) ¢ (Kabidang) Surat Keluar
Arahan/Catatan/Instruksi Sekertaris Da/Atau Kaban - Tanda Terima Surat / Paraf Pada
Kartu Kendali
- (Di Scan Jika Ada)




Nomor Standar Operasional 800/380/Sekret-Bappelitbangda/XI1/2020
Prosedur

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 03 Desember 2020

WIAWA KARTA RARARIA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Disahkan oleh

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENEUITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM
KABUPATEN PURWAKARTA,

|

DR, ALP DUROHMAN, $.Pd, M.Pd
. PEMBINA UTAMA MUDA
NIF. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur :

Pengendalian Surat Keluar

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6);

2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41 A Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor
51 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;

3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabpaten Purwakarta (Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 25).

- Mengetahui Peraturan Tata Naskah Dinas

- Mengetahui Peraturan Kerasipan

- Memahami Bahasa Inggris (Minimal Pasif)

- Menguasai Komputer

- Memahami Bahasa Indonesia Yang Baik dan Benar

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Filling Kabinet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Kartu Kendali Keluar




Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Kegiatan Unit Petugas Kasubag Keterangan
Pengolah Penerima Arsiparis Kepeg dan Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
(BIDANG) Surat Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menyerahkan Surat/Naskah Dinas Yang Telah Naskah Dinas Yang Ditandatangani Oleh 2 Menit Naskah Dinas Yang Lengkap Dengan
Ditandatangani Oleh Kepala Badan Q Kaban dan Lampirannya Lampirannya
 —
2 Menerima dan Meneliti Kelengkapan Naskah Dinas, A 2 Naskah Dinas Yang Lengkap Dengan 2 Menit Surat/Naskah Dinas Sudah Dittd ,
Apabila Tidak Lengkap Dikembalikan Kepada Unit Lampirannya Lembar Ke-1 Diparaf
Pengolah Untuk Dilengkapi -T_ l
3 Menelaaah Surat/Naskah Dinas Disesuaikan Dengan L Fraak Surat/Naskah Dinas Sudah Dittd, Lembar Ke- 2 Menit Naskah Dinas Sesuai Dengan Tata
Tata Naskah, Jika Tidak Sesuai Dikembalikan Kepada 1 Diparaf Naskah Dinas
Petugas Penerima Surat Untuk Diperbaiki Oleh Unit
Pengolah Ya
4 Memberikan Nomor dan Klasifikasi Serta Mencatat < - Naskah Dinas Sesuai Dengan Tata 2 Menit - Nomor dan Klasifikasi Surat
Pada Kartu Kendali Surat Keluar Serta Memberikan Naskah Dinas - Cap Dinas Pada Naskah Dinas
Cap (Serta Jika Ada Dilakukan Scanning Pada - Lampiran Lengkap
Komputer)
5 Menyimpan Surat/Naskah Dinas Lembar Ke-1 (Yang - Nomor dan Klasifikasi Surat 2 Menit Naskah Dinas Lembar Ke-1 Disimpan
Ada Paraf) Pada Filling Cabinet dan Menyerahkan - Cap Dinas Pada Naskah Dinas Dalam Filling Cabinet
Lembar Pertama Surat/Naskah Dinas Kepada Unit
Pengolah
6 Menerima Naskah Dinas Yang Telah Diberi Nomor - Nomor dan Klasifikasi Surat 1Jam Naskah Dinas dan Lampirannya Diberi
dan Cap Untuk Diberi Amplop dan Pengisian Alamat - Cap Dinas Pada Naskah Dinas Amplop dan Alamat Yang Dituju
Yang Dituju
7 Mengirimkan Naskah Dinas Sesuai Alamat Yang > ( ) Naskah Dinas dan Lampirannya Diberi 1 Hari Tanda Terima Surat Dari Alamat Yang
Dituju Amplop dan Alamat Yang Dituju Dituju




Nomor Standar 800/381/Sekret-Bappelitbangda/XI1/2020
Operasional Prosedur

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020

Tanggal Revisi -

WIBAWA KARTA RAHARJA PEN ELITIAN DAN PENG EM BANGAN DAE RAH Tanggal Efektif 03 Desember 2020

KABUPATEN PURWAKARTA Disahin oleh

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM
KABUPATEN PURWAKARTA,

DR. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
‘\\ PEMBINA UTAMA MUDA
= NIP. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur :

Pelaksanaan Perbendaharaan Keuangan

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme | -Memahami Penatausahaan Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pengelolaan SP2D di BKAD Kabupaten Purwakarta 1. Komputer/Laptop, Printer Beserta Kelengkapannya
2. ATK

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :




Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Kegiatan Penat Kasub Keterangan
L enata asubag )
BPP Verifikatur Dokumen BP Keuangan Sekretaris Kepala Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Menyusun SPP DPA SKPD, SPD, Jadwal Kegiatan 1 hari SPP UP/GU/TU/LS
UP/GU/TU/LS Dj

2 Memeriksa Kelengkapan Spp UP/GU/TU/LS 1 hari SPP UP/GU/TU/LS
Persyaratan SPP, Apabila /\ Yang Telah
Tidak Memenuhi Syarat \ Memenuhi Syarat
Kembali Kepada BPP A

3 Mencatat SPP Ke Dalam SPP UP/GU/TU/LS Yang Telah Memenuhi 1 hari SPP UP/GU/TU/LS
Register SPP ¢ Yang Teregister

A

4 Menyusun SPM SPP UP/GU/TU/LS Yang Terregister 1 hari Konsep SPM

5 Memverifikasikan v Konsep SPM 4 hari Naskah SPM Sudah
Naskah SPM dan /\ Diparaf Kasubbag
Persyaratan, Apabila / Keuangan
Tidak Memenuhi Syarat \L
Kembali Kepada BP

6 Menyutujui dan Naskah Naskah SPM 3jam Naskah SPM Yang
SPM, Apabila Tidak y Telah Diparaf
Memenuhi Syarat /\ Sekretaris
Kembali Kepada \/
Kasubbag Keuangan A

7 Menyetujui Naskah Naskah SPM Yang Telah Diparaf Sekertaris 1Jam Naskah SPM Yang
SPM, Apabila  Tidak Telah Disetujui
Memenuhi Syarat \ /ditandatangani
Kembali Kepada Kaban
Sekertaris

8 Meregister SPM Naskah SPM Yang Disetujui/Ditandatangani Kepala Badan 1jam SPM Teregister

9 Menyampaikan SPM Ke SPM Teregister 2 hari SP2D

BKAD
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Nama Standar Operasional Prosedur :

Pengadministrasian dan Pembukuan Keuangan Dinas

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor
47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Memahami Penatausahaan Keuangan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Pengelolaan SP2D di BKAD Kabupaten Purwakarta

1. Komputer/Laptop, Printer Beserta Kelengkapannya
2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :




Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Kegiatan Kasubag Kepala Keterangan
BP BPP Keu Bidang/KPA Sekretaris Kepala Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Menerbitkan Cek dan Mencatat Dalam BKU BP SP2D 3 Jam Cek Yang Telah Tercatat Dalam
( J BKU BP
2 - Mentunaikan Cek/Mencairkan Cek - Cek Yang Telah Tercatat dalam BKU 3 Jam - Uang Tunai
- Melakukan Transaksi BP
- Menyusun BKU BP - Uang Tunai 20 Hari | -  Bukti Transaksi
- Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bulanan BPP 2 - Bukti Transaksi 5Jam - BKUBPP
- BKUBPP 5 Hari - lLaporan
Pertanggungjawaban BPP
3 Memeriksa Kelengkapan dan Menandatangani LPJ Bulanan / Laporan Pertanggungjawaban BP 3 Jam Laporan Pertanggungjawaban
BPP, Apabila Tidak Lengkap Kembali Kepada BPP BPP Yang Ditandatangani KPA
4 Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Fungsional BP Laporan Pertanggungjawaban BPP Yang 1 Hari Laporan Pertanggungjawaban
Ditandatangani KPA BP
5 Memverifikasi dan Memaraf Laporan Pertanggungjawaban BP v Laporan Pertanggungjawaban BP 2 Hari Laporan Pertanggungjawaban
dan Kelengkapannya, Apabila Tidak Lengkap Kembali ke BP /\ BP Terverifikasi
4
6 Mengetahui dan Memaraf Laporan Pertanggungjawaban BP Laporan Pertanggungjawaban BP 3Jam Laporan Pertanggungjawaban
Beserta Kelengkapannya, Apabila Tidak Lengkap Kembali ke <\ Terverifikasi BP Yang Diparaf Sekretaris
Kasubbag Keuangan /
A
7 Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban BP Beserta Laporan Pertanggungjawaban BP Yang 1 Hari Laporan Pertanggungjawaban
Kelengkapannya, Apabila Tidak Lengkap Kembali ke Sekretaris Diparaf Sekretaris BP Yang Telah
Disetujui/Ditandatangani
Kepala Badan
8 Mengarsipkan LPJ BP Laporan Pertanggungjawaban BP Yang 1Jam Arsip Laporan

Telah Disetujui/Ditandatangani Kaban

Pertanggungjawaban BP
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Nomor Standar Operasional Prosedur : Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41 A Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2010

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;

3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor : 149 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun Anggaran 2020.

- Memahami Peraturan Kepegawaian
- Menguasai Komputer
- Memahami penggunaan smartphone

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengendalian Surat Masuk dan Surat Keluar; 1. Komputer dan kelengkapannya;
2. SOP Pengeluaran Biaya Umum/Kegiatan 2. Printer;

3. Scanner;

4.  Atk;

5. Smartphone.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :




NO Uraian Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
PNS Kasubag/Kasubid Sekretaris / Kepala Badan Bendahara Pejabat Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Kepala Bidang Pengeluaran Lokasi Dinas
Luar

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11

1 Disposisi  Pimpinan Surat Masuk 15 Menit 1. Disposisi Surat
untuk menghadiri ( ) Masuk
acara/undangan/
kegiatan

2 Menunjuk Disposisi Surat Masuk 15 Menit 1. Daftar nama
Subbid/Subbag yang penugasan PNS
akan melaksanakan N
tugas

3 Menunjuk PNS yang Disposisi Surat Masuk 5 Menit 1. Daftar nama
akan melaksanakan penugasan PNS
tugas

4 Menerima Disposisi \ 4 Disposisi Surat Masuk 30 Menit 1. Draft Surat
penugasan Daftar Nama Penugasan Perintah
mengahadiri acara/ PNS
undangan/kegiatan
dan membuat draft A
surat perintah

5 Memeriksa dan Y Draft Surat Perintah 15 Menit 1. Drafts Surat
meneliti draft Surat /\ Perintah yang
Perintah, jika sesuai telah diparaf
diparaf jika tidak Tidak \/ Ya
dikembalikan lagi

6 Memeriksa dan v Drafts Surat Perintah yang 1Jam 1. Drafts Surat
meneliti draft Surat . telah diparaf Perintah yang

} - . Tidak )

Perintah, jika sesuai P telah diparaf
di diparaf jika tidak -
dikembalikan lagi / Ya

7 Menandatangani Draft Surat Perintah yang 5 Menit 1. Surat Perintah
draft Surat Perintah telah diparaf ditandatangani

8 Menerima Surat Surat Perintah yang yang 15 Menit
Perintah yang v telah ditandatangani
ditandatangani dan n
menyerahkan ke "
Bendahara
Pengeluaran l




NO Uraian Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
PNS Kasubag/Kasubid Sekretaris / Kepala Badan Bendahara Pejabat Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Kepala Bidang Pengeluaran Lokasi Dinas
Luar
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11
9 Memeriksa Surat 1.  Surat Perintah yang yang 30 Menit Uang Perjalanan
Perintah, G telah ditandatangani Dinas
memberikan uang Draft SPPD
perjalanan l
dinas/uang saku dan
memberikan  draft
SPPD untuk
ditandatangani
pimpinan sebagai
bukti keberangkatan
10 Menerima uang \ 4 1. Draft SPPD 5 Menit Kwitansi
perjalanan dinas 2. Kwitansi Perjalanan Dinas perjalanan dinas
menandatangani ditandatangani
kwitansi dan
menandatangankan
SPPD ke pimpinan
11 | Menandatangani v 1. Draft SPPD 5 menit SPPD
SPPD ditandatangan
12 Menerima SPPD yang 1.  SPPD yang sudah 5 Menit
sudah ditandatangan ditandatangan
13 Memasukan  Dinas A 4 1.  SPPD yang sudah 5 Menit Permohonan
Luar pada Aplikasi dtandatangani Persetujuan Dinas
TPP 2. Aplikasi TPP Luar Dalam
Aplikasi TPP
14 | Menyetujui A4 \4 v 1.  Aplikasi TPP 5 Menit Persetujuan Dinas | Persetujuan Dinas
permohonan 2. Permohonan Persetujuan Luar pada Aplikasi | Luar Dalam Aplikasi
persetujuan Dinas Dinas Luar Aplikasi TPP TPP TPP berdasarkan
Luar pada Aplikasi sesuai Hirarki Struktur hirarki struktur
TPP Organisasi organisasi
15 Melaksanakan 1.  Akomodasi dan Trasnportasi | Disesuaikan Pelaksanaan Pelaksanaan
perjalanan dinas dan P Perjalanan Dinas kegiatan Perjalanan Dinas
membawa SPPD h 2. SPPD yang sudah
ditandatangan
16 Mengikuti acara/ 1.  Aplikasi TPP 5 Menit Laporan Presensi
kegiatan dan | Dalam  Aplikasi
melakukan  absensi > TPP
tiba di lokas, absensi
masuk dan absensi




NO Uraian Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
PNS Kasubag/Kasubid Sekretaris / Kepala Badan Bendahara Pejabat Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Kepala Bidang Pengeluaran Lokasi Dinas
Luar
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11
pulang setiap hari
saat melaksanakan
Dinas Luar pada
Aplikasi TPP
17 Menandatangani dan 1.  SPPD yang sudah 10 Menit SPPD di | Setelah selesai
menstempel  SPPD ditandatangani Tandatangani dan | melaksanakan tugas
sebagai bukti telah distempel cap | saat perjalanan dinas
selesai melaksanakan lokasi dinas
kegiatan
18 Membuat  Laporan 1.  Data Hasil Perjalanan Dinas 5 Hari Laporan Paling Lambat 5 (lima)
Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas hari kerja
sebagai <
pertanggungjawaban
ke pimpinan dan
Bendahara
Pengeluaran
19 Menerima  Laporan 1. Laporan Perjalanan Dinas 10 Menit Arsip  Perjalanan
Perjalanan Dinas 2. Surat Perintah Dinas
< é ) 3.  SPPD Update data
4.  Bukti pembayaran pengeluaran
akomodasi dan transportasi perjalanan dinas
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Nomor Standar Operasional Prosedur : Pelayanan Data dan Informasi Secara Langsung dan Tidak Langsung

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 99);

1. Memiliki Pengetahuan tentang Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang Keterbukaan Informasi Publik, Standar
Pelayanan Publik dan Pelayanan Informasi Publik

2. Menguasai Pengetahuan tentang Tata Kelola Pemerintahan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Yang Baik

Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

© N o v o~

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indomesia Tahun 2017 Nomor 429);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan SOP Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indomesia Tahun 2013 Nomor 649);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 2);

3. Mampu Berkomunikasi Dengan Baik, Secara Lisan Maupun
Tulisan

4. Mampu Berkoordinasi Dengan Pihak Lain Secara Efektif dan
Efisien

5. Memiliki Kemampuan Kerjasama Dalam Tim

6. Mampu Mengoperasikan Perangkat Komputer Dengan Baik

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. ATK, Perangkat Komputer, Printer dan scanner
2. Jaringan internet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. BukuTamu
2. Disposisi




Pelaksanaan Kegiatan Mutu Baku
No Uraian Kegiatan petugas Piket Kasubbag Keterangan
Peng. Adm UMUM Kepegawaian Bidang Terkait Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
Front Office
dan Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pemohon Membawa Berkas-Berkas Persyaratan Permohonan Informasi Dan - Surat Pengantar Formulir
Mengisi Formulir Permohonan Informasi Penelitian { ; Penelitian Dengan Kop Permohonan
Universitas 1 hari
- Surat Pengantar Dari
KESBANGPOL
2. Formulir Permohonan Informasi Diproses Untuk Mendapatkan Disposisi - Sudah Memenuhi Disposisi
Persyaratan dan Mengisi Permohonan
Formulir Surat 1 Hari
Permohonan Informasi
Penelitian
3 Apabila Memenuhi Syarat Disposisi Diproses Untuk Memutuskan Ke Bagian Bidang - Disposisi Sudah Di Sahkan Disposisi Telah
Terkait Oleh Kasubbag 5 Hari Diterima Oleh
1 Kepegawaian dan Umum Bidang Terkait
4 Disposisi Diserahkan Kembali Ke Petugas Piket Front Office Untuk Konfirmasi - Disposisi Diterima Serta Data Diperoleh
Kepada Pemohon | Diprores Oleh Bidang 2 Hari
: Terkait
5 Pemohon Kembali Ke Petugas Piket Front Office dan Mendapatkan Data Yang - Data Diperoleh Data Diterima
Diinginkan :} - Membawa Perlengkapan L Hari Oleh Pemohon
ari

Yang Diperlukan Untuk
Mendapatkan Data
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Nama Standar Operasional Prosedur :

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

2.

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah
Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 50);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabpaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2020 Nomor 25).

Yang Menguasai Bidang Perencanaan dan Mampu Mengoperasikan Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penyusunan RKA/DPA di BAPPELITBANGDA

1. Komputer, Kelengkapannya dan Software
2.ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :




Pelaksana Mutu Baku
" retan Kegiatan Sekretaris Kasubbag Penyusun Bidang KEPALA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output feterangan
Program Program BAPPELITBANGDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menerima Pagu KUA PPAS dan Surat Pemberitahuan dari Bidang 1 Hari Juknis Penyusunan RKA
Mengkoordinasikan Dengan Kepala Badan ( ) Anggaran BKAD tentang Plafon Software Penyusunan RKA
dan Masing-Masing Bidang Perencana Anggaran
KUA PPAS PD
2 Membuat RKA Untuk Tahun Yang Akan Surat Pemberitahuan dari Bidang 7 Hari PRA RKA
Datang A 4 Anggaran BKAD Tentang : RAB
a) Juknis Penyusunan RKA Struktur Organisasi
b) Software Penyusunan RKA Jadwal
3 Menyusun dan Mengkompilasi RKA Dari Tiap Pra RKA Dari Masing-Masing Bidang 1 Hari Pra RKA OPD Beserta Kelengkapannya
Bidang Bersama Kasubbag Program RAB
Struktur Organisasi
Jadwal
4 Menyerahkan Draft RKA PD Untuk Diasistensi KUA PPAS 5 Hari Catatan & Paraf Pada RKA
dan Melaksanakan Asistensi RKA Dengan : Program Kesesuaian Catatan RKA/Kegiatan
a. BAPPELITBANGDA  Untuk  Meneliti SSH Dengan Program
Kesesuaian RKA Dengan Program (Tolak Pra RKA PD Beserta Catatan & Paraf Pada RKA
Ukur Indikator Kinerja); Kelengkapannya Catatan & Paraf Kesesuaian Antara RKA Dengan SBB
b. Bagian Administrasi Pembangunan RKA dari Bappelitbangda dan dan Kegiatan Teknis
SETDA Untuk Meneliti Kesesuaian RKA Admbang Catatan & Paraf Pada RKA dan
Dengan Standar Harga dan Koordinasi Kesesuaian Antara RKA Dengan Kode
Dengan PD Terkait Untuk Meneliti Rekening
Teknis Kegiatan; dan
c. BKAD Untuk Meneliti Kesesuaian RKA
Dengan Kodering dan Penganggaran
5 Memperbaiki dan Mengedit RKA Hasil Catatan dari Bappelitbangda, Adm 2 Hari Draft RKA Yang Telah Diperbaiki
Asistensi Bang SETDA dan BKAD
RKA
\ 4




Pelaksana Mutu Baku
" retan Kegiatan Sekretaris Kasubbag Penyusun Bidang KEPALA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output feterangan
Program Program BAPPELITBANGDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Menyerahkan RKA Hasil Perbaikan Ke Draft RKA Yang Telah Diperbaiki 1Hari | Paraf dan Catatan dari Kabid Masing-
BAPPELITBANGDA, Bagian  Administrasi Masing Bidang
Pembangunan SETDA Dan BKAD Untuk
Meneliti dan Mengkaji RKA Hasil Perbaikan
Berdasarkan Urusannya.
7 Mengetik Net RKA Sebagai Bahan Untuk - Paraf dan Catatan Dari Kabid Masing | 1Hari | Draft RKA Yang Sudah Final Sebanyak 3 | SOP Penyusunan
Dijadikan DPA Masing Bidang Rangkap RKA/DPA di
- Draft RKA Yang Sudah Final BAPPELITBANGDA
Sebanyak 3 Rangkap
14 DPA Kegiatan OPD
Hari
8 Menerima DPA Untuk Dijadikan Dasar DPA Kegiatan PD 1Hari | DPA Sebagai Dasar Kegiatan OPD
Pelaksanaan Kegiatan C)




Nomor Standar
Operasional Prosedur

800/386/Sekret-Bappelitbangda/XI1/2020

Tanggal Pembuatan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

01 Oktober 2020

o s s PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Tangeal Revis

Tanggal Efektif

03 Desember 2020

KABUPATEN PURWAKARTA Disahkan oleh
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KABUPATEN PURWAKARTA,

N
-
e —,
DR. AEP DUROHMAN, S.Pd, M._Pd
& PEMBINA UTARMA MUDA
NIF. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur :

Penyusunan dan Perumusan Rencana Strategis (Renstra)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

Undang —Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104);

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah Kabupaten
Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 50);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabpaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020
Nomor 25).

Yang Menguasai Bidang Perencanaan dan Mampu Mengoperasikan Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penyusunan Renja

1. Komputer, kelengkapannya dan software
2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :




Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Kegiatan Kasubbag . KEPALA Keterangan
Program Perencana Sekretaris BAPPELITBANGDA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menerima Draft Rancangan Awal RPJMD Dari Tim Surat Edaran Bupati Tentang Penyusunan 1 hari Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purwakarta
Penyusun RPJMD Kabupaten (1 Renstra
A 4
2 Melakukan Koordinasi Ke Tiap Bidang Dalam Rangka Petunjuk Teknis Penyusunan Renstra PD 1 hari Terkumpulnya Data Program dan Kegiatan Dari
Penyusunan Draft Awal Renstra PD Sesuai Hasil Bimbingan Dari Tiap Bidang Perencana
BAPPELITBANGDA
3 Menyusun Draft Rancangan Awal Renstra PD Sesuai <J_ Data Program dan Kegiatan Dari Tiap Bidang 5 har Rancangan Awal Renstra PD SopP
Data Dari Tiap Bidang Perencana Penyusunan
Renja
4 Mengoreksi Draft Rancangan Awal Renstra PD y Draft Awal Renstra PD 7 hari Rancangan Awal Renstra PD Diparaf Kasubag
Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan < > Program Disebelah Kiri Nama Jabatan Kepala PD
Kepada Perencana Masing-Masing Bidang 4
5 Memeriksa Draft Rancangan Awal Renstra PD Draft Awal Renstra PD Yang Sudah Diparaf 1 hari Draft Awal Renstra PD Diparaf Sekertaris
Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalkan Kasubag Program Disebelah Kanan Nama Jabatan Kepala PD
Kepada Kasubag Perencanaan T
6 Mengikuti Verifikasi Rancangan Awal Renstra PD Di i Draft Awal Renstra PD Yang Sudah Diparaf 1 hari Laporan Hasil Verifikasi Rancangan Renstra PD
BAPPELITBANGDA Untuk Penyusunan Rancangan Sekretaris
AWAL Renstra PD
7 Mengoreksi Draft Rancangan Awal Renstra PD Hasil . 7 hari Draft Awal Renstra PD Diparaf Kasubag Program
Verifikasi Dengan Tim Dari BAPPELITBANGDA 4 Draft Rancangan Awal Renstra PD Disebelah Kiri Nama Jabatan Kepala PD
8 Mengoreksi Draft Rancangan Awalan Renstra PD Draft Awal Renstra PD 7 hari Rancangan Awal Renstra PD Diparaf Kasubag
Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan \ Program Disebelah Kiri Nama Jabatan Kepala PD
Kepada Perencana Masing-Masing Bidang / <
A
9 Menandatangani Rancangan Awal Renstra PD Draft Awal Renstra PD Yang Sudah 1 hari Rancangan  Awal Renstra PD  Sudah
Apabila Ada Perbaikan Dikembalikan Kepada P Ditandatangani Kepala Ditandatangani Kepala PD
Sekertaris
10 Menyusun Draft Rancangan Akhir Renstra PD ¢ Draft Rancangan Akhir RPJMD Dari 7 hari Draft Rancangan Akhir Renstra PD
Setelah Menerima Draft Rancangan Akhir RPJMD BAPPELITBANGDA
Kabupaten
N
11 Mengikuti Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Di Draft Rancangan Akhir Renstra PD Sudah 1 hari Laporan Hasil Verifikasi Rancangan Akhir
BAPPELITBANGDA <> Diparaf Sekertaris Renstra PD
A 4
:C




Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Kegiatan Kasubb KEPALA Keterangan
asubbag .
Program Perencana Sekretaris BAPPELTBANGDA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Mengoreksi Draft Rancangan Akhir Renstra PD Hasil Draft Rancangan Akhir Renstra PD 7 hari Draft Rancangan Akhir Renstra PD Diparaf

Verifikasi Dengan BAPPELITBANGDA — Kasubbag Program di Sebelah Kiri Nama Jabatan

| Kepala PD

13 Mengoreksi Draft Akhir Renstra PD Apabila Ada Rancangan Akhir Renstra PD 7 hari Rancangan Akhir Renstra PD Diparaf Kasubbag

Perbaikan/Koreksi Dikembalikan Kepada Masing- <> Program di Sebelah Kiri Nama Jabatan

Masing Bidang Perencana 2
14 Memeriksa Draft Akhir Renstra PD Apabila Ada Rancangan Akhir Renstra PD Yang Sudah 1 hari Rancangan Akhir Renstra PD Diparaf Sekretaris

Perbaikan Dikembalikan Kepada Kasubag Program _<> Diparaf Kasubag Program di Sebelah Kanan Nama Jabatan

I A

15 Menandatangani Rancangan Akhir Renstra PD Draft Akhir Renstra PD Yang Sudah Diparaf 1 hari Rancangan Akhir Renstra PD Sudah Ditanda

Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan / Sekertaris Tangani Kepala PD

Kepada Sekertaris
16 Mensosialisasikan Renstra PD Ke Tiap Bidang Draft  Akhir Renstra PD Sudah 1 hari Renstra PD Sudah Tersosialisasikan dan Sudah

Perencana :O Ditandatangan Kepala PD Disampaikan Ke BAPPELITBANGDA
17 Mendokumentasikan Renstra PD L 4 Draft  Akhir Renstra PD Sudah 1jam Renstra PD Didokumentasikan dan Diarsipkan

Ditandatangan Kepala PD

Sebagai Bahan Penyusunan Program




—— PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Disahken oleh

Nomor Standar Operasional Prosedur 800/387/Sekret-Bappelitbangda/XI1/2020

Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020

Tanggal Revisi -

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tanggal Efektif 03 Desember 2020

KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM
KABUPATEN PURWAKARTA,

P

DR, AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
. < PEMBINA UTAMA MUDA
- NIP. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur :

Penyusunan dan Perumusan Rencana Kerja PD (Renja PD)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.
2.

9.

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 50);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabpaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 25).

Yang Menguasai Bidang Perencanaan dan Mampu Mengoperasikan Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta

1. Komputer, kelengkapannya dan Software
2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :




Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Kegiatan Keterangan
| gl Kasubbag Perencana Sekretaris KEPALA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output ’
Program BAPPELITBANGDA 4 gkap P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menerima Draft Rancangan Awal RKPD Dari Tim Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan 1 hari Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Penyusun RKPD Kabupaten :} Rencana Kerja Purwakarta
2 - Melakukan Koordinasi Ke Tiap Bidang - Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana 1 hari - Terkumpulnya Data Program dan Kegiatan
Perencana Dalam Rangka Penyusunan Draft l Kerja PD Sesuai Hasil Bimbingan Dari 5 hari Dari Setiap Bidang Perencana
Awal Rencana Kerja PD Tim Verifikasi BAPPELITBANGDA - Rancangan Awal Rencana Kerja PD
- Menyusun Draft Rancangan Awal Rencana - Data Program dan Kegiatan Dari Tiap
Kerja PD Sesuai Data Diri Tiap Bidang Bidang Perencana
Perencana
3 Mengoreksi Draft Rancangan Awal Rencana Kerja Draft Awal Rencana Kerja PD 7 hari Rancangan Awal Rencana Kerja PD Diparaf
PD Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan \ Kasubbag Program di Sebelah Kiri Nama
Kepada Masing-Masing Bidang Perencana Jabatan Kepala PD
4 Memeriksa Draft Rancangan Awal Rencana Kerja \ 4 Draft Awal Rencana Kerja PD Yang Sudah 1 hari Draft Awal Rencana Kerja PD Diparaf
PD Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan Diparaf Kasubbag Program Sekertaris di Sebelah Kanan Nama Jabatan
Kepada Kasubag Program Kepala PD
5 Mengikuti Verifikasi Rancangan Awal Rencana Draft Awal Rencana Kerja PD Sudah 1 hari Laporan Hasil Verifikasi Rancangan Rencana
Kerja PD Di BAPPELITBANGDA Untuk Penyusunan Diparaf Sekertaris Kerja PD
Rancangan AWAL Rencana Kerja PD
A
6 Mengoreksi Draft Rancangan Awal Rencana Kerja v 7 hari Draft Awal Rencana Kerja PD Diparaf
PD Hasil Verifikasi Dengan BAPPELITBANGDA Draft Rancangan Awal Rencana Kerja PD Kasubbag Program di Sebelah Kiri Nama
Jabatan Kepala PD
A
7 Mengoreksi Draft Rancangan Awal Rencana Kerja Y Draft Awal Rencana Kerja PD 7 hari Rancangan Awal Rencana Kerja PD Paraf
PD Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan /\ Kasubbag Program di Sebelah Kiri Nama
Kepada Masing-Masing Bidang Perencana \/ Jabatan Kepala PD
'\




Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Kegiat: Ket:
reien Resen Kasubbag Perencana Sekretaris KEPALA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output srerenesn
Program BAPPELITBANGDA v gkap P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Menandatangani Rancangan Awal Rencana Kerja Draft Awal Rencana Kerja PD Yang Sudah 1 hari Rancangan Awal Rencana Kerja PD Sudah
PD Apabila Ada Perbaikan Dikembalikan Kepada Ditandatangani Kepala PD Ditandatangani Kepala PD
Sekertaris

9 Menyusun Draft Rancangan Akhir Rencana Kerja A Draft Rancangan Akhir RKPD Dari 7 hari Draft Rancangan Akhir Rencana Kerja PD
PD Setelah Menerima Draft Rancangan Akhir BAPPELITBANGDA
RKPD Kabupaten

10 Mengikuti Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Draft Rancangan Akhir Rencana Kerja PD 1 hari Laporan Hasil Verifikasi Rancangan Akhir
Kerja PD di BAPPELITBANGDA Sudah Diparaf Sekertaris Rencana Kerja PD

11 Mengoreksi Draft Rancangan Akhir Rencana Draft Rancangan Akhir Rencana Kerja PD 7 hari Draft Rancangan Akhir Rencana Kerja PD
Kerja PD Hasil Verifikasi Dengan Diparaf Kasubbag Program Disebelah Kiri
BAPPELITBANGDA < Nama Jabatan Kepala PD

4

12 Mengoreksi Draft Akhir Rencana Kerja PD Apabila '\ Rancangan Akhir Rencana Kerja PD 7 hari Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Diparaf
Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan Kepada Kasubbag Program Di Sebelah Kiri Nama
Masing-Masing Bidang Perencana / Jabatan

v

13 Memeriksa Draft Akhir Rencana Kerja PD Apabila /\ Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Yang 1 hari Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Diparaf
Ada Perbaikan Dikembalikan Kepada Kasubbag Sudah Diparaf Kasubag Program Sekertaris Disebelah Kanan Nama Jabatan
Program

14 Menandatangani Rancangan Akhir Rencana Kerja Draft Akhir Rencana Kerja PD Yang Sudah 1 hari Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Sudah
PD Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan Diparaf Sekertaris Ditandatangani Kepala PD
Kepada Sekertaris

15 Mensosialisasikan Rencana Kerja PD Setiap Draft Akhir Rencana Kerja PD Sudah 1 hari Rencana Kerja PD Sudah Tersosialisasikan
Bidang Perencana Ditandatangani Kepala PD dan Sudah Disampaikan Kepada

BAPPELITBANGDA
16 Mendokumentasikan Rencana Kerja PD Draft Akhir Rencana Kerja PD Sudah 1jam Rencana Kerja PD Didokumentasikan dan
C} Ditandatangani Kepala OPD Diarsipkan Sebagai Bahan Penyusunan
Program




WIBAWA KARTA RAHARJA

Nomor Standar Operasional
Prosedur

800/388/Sekret-Bappelitbangda/X11/2020

Tanggal Pembuatan

01 Oktober 2020

Tanggal Revisi

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tanggal Efektif

03 Desember 2020

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Disahkan oleh

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM
KABUPATEN PURWAKARTA,

P -

DR, AEP DUROHMAN, $.Pd, M._Pd
" PEMBINA UTAMA MUDA
- NIP. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur :

Penyusunan LKPJ/LAKIP dan LPPD

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.
2.

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta
(Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 50);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabpaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 25).

Yang Menguasai Bidang Perencanaan dan Mampu Mengoperasikan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penyusunan Tim Penyusun LKPJ/LPPD/LAKIP
SOP Pembuatan Surat Undangan

1. Komputer, kelengkapannya dan software
2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :




Pelaksana Mutu Baku
NO Uraian Kegiat Ket
e e Sub.Bagian Tim Penyusunan Sekretaris KEPALA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output serenen
Program LKPJ/LAKIP/LPPD BAPPELITBANGDA v gkap P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Melaksanakan Rapat Dengan Tim Penyusun - Surat Penyusunan LKPJ/LPPD/LAKIP 1 hari Notulen Rapat tentang Cara/Teknis | SOP Tim

LKPJ/LPPD/LAKIP Untuk Memberikan Arahan Dari Sekertaris Daerah Penyusunan LKPJ PD Penyusunan

tentang Teknis Penyusunan LKPJ/LPPD/LAKIP Hasil - Surat Undangan Rapat Untuk Tim LKPJ/LPPD/LAKIP

Bimbingan Bagian Pemerintahan Umum SETDA ( ) Penyusun LKPJ/LPPD/LAKIP

(LKPJ dan LPPD) Bagian Organisasi SETDA (LAKIP) - Petunjuk Teknis Penyusunan

Selaku Koordinator Kepada Tim Penyusun LKPJ/LPPD/LAKIP PD Sesuai Hasil SOP Pembuatan

LKPJ/LPPD/LAKIP Bimbingan Bagian Pemerintahan Surat Undangan

Umum SETDA (LKPJ dan LPPD) dan
Bagian Organisasi SETDA (LAKIP)
2 - Melaksanakan Koordinasi Ke Bidang Perencana Petunjuk Teknis Penyusunan 5 hari - Terkumpulnya Bahan Penyusunan
Untuk Mencari Bahan Penyusunan LKPJ/LPPD/LAKIP  PD  Sesuai Hasil 7 hari LKPJ/LPPD/LAKIP PD
LKPJ/LPPD/LAKIP PD Bimbingan Bagian SETDA Terkait Selaku - Draft LKPJ/LPPD/LAKIP PD
- Menyusun Draft LKPJ/LPPD/LAKIP PD Koordinator Bidang
A
4 Mengoreksi Draft LKPJ/LPPD/LAKIP PD Y Draft LKPJ/LPPD/LAKIP PD 2 hari Draft LKPJ/LDDP/LAKIP Diparaf Kepala Sub
\ Bagian Program Di Sebelah Kiri Nama Jabatan

5 Memeriksa Draft LKPJ/LPPD/LAKIP PD Apabila Ada v Draft LKPJ/LPPD/LAKIP Sudah Diparaf 1 hari Draft LKPJ/LPPD/LAKIP Diparaf Sekertaris

Perbaikan/Koreksi Dikembalikan Kepada Sub /\ Kepala Sub Bagian Program Disebelah Kanan Nama Jabatan

Bagian Program \/

A

6 Menyetujui Draft LKPJ/LPPD/LAKIP PD Apabila Ada \4 Draft LKPJ/LPPD/LAKIP Sudah Diparaf 1 hari Draft LKPJ/LPPD/LAKIP Sudah Ditandatangan

Perbaikan/Koreksi Dikembalikan Kepada Sekertaris Sekertaris Kepala PD
7 Menyerahkan LKPJ/LPPD/LAKIP PD Ke Bagian LKPJ/LPPD/LAKIP Ditandatangan Kepala 1 hari Tanda Terima LKPJ dan LPPD Dari Bagian

Pemerintahan Umum SETDA (LKPJ dan LPPD) dan PD Pemerintahan Umum SETDA dan LAKIP Dari

Ke Bagian Organisasi SETDA (LAKIP) Bagian Organisasi SETDA
8 Mendokumentasi LKPJ/LPPD/LAKIP PD LKPJ/LPPD/LAKIP Yang Sudah 1 hari LKPJ/LPPD/LAKIP PD Sudah

( )4‘ Ditandatangan Kepala PD Dan Di Cap Didokumentasikan/Diarsipkan Sebagai Bahan
Laporan dan Pertanggungjawaban




Nomor Standar Operasional 800/389/ESDA-Bappelitbangda/XI1/2020
Prosedur

Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tanggal Revisi -

W] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Tangal Efeci 03 Desember 2020

Disahkan oleh

KABUPATEN PURWAKARTA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELUITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM
KABUPATEN PURWAKARTA,

| —
P -
e =
DR, AEP DUROHMAN, $.Pd, M.Pd
PEMBINA UT
NIP. 19680911 199

Nama Standar Operasional Prosedur : Asistensi RKA/DPA Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 1. Mahir mengoperasikan Komputer
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ; 2. Memahami Petunjuk Pelaksanaan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten PurwakartaTahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD KabupatenPurwakartaTahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

3. Memahami Peraturan Perundang-undangan

N o v s

Pengembangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

RPJMD

Kebijakan Kepala Daerah

Renstra/Renja BAPPELITBANGDA

Renstra/Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber
Daya Alam

DPA SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya ALam
Format Isian

Alat Tulis Kantor

Komputer

. Printer

10. Stempel

SOP Perangkat Daerah Lingkup Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

AwWNPR

© 0N !

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Tidak Dilakukan Berakibat Tidak Tercapainya Target-Target Ekonomi Pencapaian Target-Target Ekonomi




PELAKEANA MIUTU BUKU
Uraian Kegiatan OFD Lingkug Kgordinasi Kasubbid Bidang | Kakid Bidos Exeonm .
Bidanz Ekenami dan SDA Exonam dan SDA dan SDA SeEtat Blsnekapan Walerd Output
Mensrima Draft Dokumen/Rensans, 1. REAJDPA OPD 7 Hari REA/DPA OFD
Kerja Anegarzn, (RKA/DPA) OPD | . Z. RKPD
Lingkue Beordingsi Bidzng Ekenami 3. luknis Standar
dan Sumker Rave Slam Harsa,
Pendslezasian Tusas Asistensi v Tupgks 1 Hari Terbantuknya
RKA/DPA Sesusl Dengan Tupaksi Ekonami dzn.sDA Sub Tim
Kazubbid Yang Membidanel Ssistensl... Sub
Bidzng Ekgnami
dan 504
1. REA/DFA OPD REA/DPA OPD
Pelaksanzan Asistensl RKA/DPA 2. RKFD 7 Hart vang Ielah
{Kareksi dan Perbsikan) 3. lukniz Standar Dikarsksl
<> e
Perbaikan RKA/DPA Qigh OFD RK&/DPA OFD Linskup 7 Hari REA/DPA  OPD
{3srziah Dikaraksl Keordings Bidans Yang T=lah
Ekanami dan SDA Yang Dikarsksl
Telah Diknrebsi
Pelaksanzan  Asizensi  Lamiwtan RKA/DFA Lingkug 7 Hari RKA/DPA  OFD
[Fipzlisasi) Keprdingsi Bidzng fang Telah
Ekapomi. Yang Telzh Dikareks
Dikareksi
L 4
READPA LinskuE: RKA/DPA  OPD
LegRlisas, Debumen  Anssaman. keerdingsi  Bidans 3 Hari Yanz Tglah SisR
(RKA/DPA)  Wslalui, Psmbukuban v Ekanami dan 50A Yang Linguk
Panandatansanan, Y REA/DPA Linskug 2 Hari Dokumen
Pelaksanzan Anssarzn RKADPA Keordingsi Bidans RKA/DPA OPD
Ekangmi dan SDA Yang
Sudah, Siap Dizsistensi
N dan 3R
» > Ditandstansani




Nomor Standar Operasional 800/390/ESDA-Bappelitbangda/XI1/2020
Prosedur

Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tanggal Revisi -

W] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Tangal Efeci 03 Desember 2020

Disahkan oleh

KABUPATEN PURWAKARTA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELUITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM
KABUPATEN PURWAKARTA,

| —
P -
e =
DR, AEP DUROHMAN, $.Pd, M.Pd
PEMBINA UT
NIP. 19680911 199

Nama Standar Operasional Prosedur : Mekanisme dan Prosedur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 1. Mahir Mengoperasikan Computer
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2.  Memahami Petunjuk Pelaksanaan
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 3.  Memahami Peraturan Perundang-Undangan
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Parusahaan

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 170 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

LN

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

Kebijakan Kepala Daerah

Tim Fasilitasi TISLP

Forum TJSLP

Berita Acara

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan
Formulir Isian

Alat Tulis Kantor

Komputer

. Printer

10. Stempel

SOP Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

LNV AWNPRE

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Mekanisme dan Prosedur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tidak dilaksanakan maka kesejahteraan sosial pun tidak akan tercapai. Pencapaian Kesejahteran Sosial Masyarakat Kabupaten
Purwakarta




Pelaksana

Bl Balou,

Bentuk Monitoring dan Evaluasi,

Monitoring dan,

Desza mﬂéﬁ%&’n / TIELP Tlm.rw Forum TISLP w Bupati Perusahaan Kelenskapan Output
Program Ilalalyi Tim Easilitzsl.
TISLP :
Pemyuzunzn. fensans. :I fzpas, Forum dan Tim Easilitas] keputusan
¥erizsama Program TISLFP e T T TISLP Rapat,
Penandaransanan Maskan : Barits Acars MOU
Program TISLP * Q
Pelsksanagn Program TISLP : Paraturan Cerundznz-undznsan Data Hazil
e Pelaksanzan
................................................................ s
Pendzmeipgan, Frogram Dalam Data Hazil. Pelaksanaan TISLP Hzsll. Keziatzn
T

Evzlvasi,




Nomor Standar Operasional 800/391/ESDA-Bappelitbangda/XI1/2020
Prosedur

Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tanggal Revisi -

W] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Tangal Efeci 03 Desember 2020

Disahkan oleh

KABUPATEN PURWAKARTA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELUITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM
KABUPATEN PURWAKARTA,

| —
P -
e =
DR, AEP DUROHMAN, $.Pd, M.Pd
PEMBINA UT
NIP. 19680911 199

Nama Standar Operasional Prosedur : Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 1. Mahir Mengoperasikan Komputer
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ; 2. Memahami Petunjuk Pelaksanaan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten PurwakartaTahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD KabupatenPurwakartaTahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

3. Memahami Peraturan Perundang-Undangan

N ous

Pengembangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

RPJMD

Kebijakan Kepala Daerah

Renstra/Renja BAPPELITBANGDA

Renstra/Renja PD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber
Daya Alam

DPA PD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya ALam
Format Isian

Alat Tulis Kantor

Komputer

. Printer

10. Stempel

SOP Perangkat Daerah Lingkup Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

bl S

©wNow;

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Tidak Dilakukan Berakibat Tidak Tercapainya Target-Target Ekonomi. Pencapaian Target-Target Ekonomi




Hraizn. Pressdur

PELAKSANA,

MUTU BUKU
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Wikt Output
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Data Pelaksnaan Monitoring, Evaluasi
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Data

Data

Feiuggs Input  Neriflkasi Data
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Maonitoring Dan Evaluzsi, Lalu
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Data

Data

Kempalz Bidanz Msanstapkan, Rumusan
Monitoring dan  Evaluasi, Untuk
Dilaksanakan, Bersama  Linskup
wmmmm

Data

Data

Monitoring  dan  Evalussi Bersama
D=ngan. Peranskat EBidanz Ekenami
dan Sumber Daya Alam
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F 3

Data

Diraft

Petuess Mendokumsnkan
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Nomor Standar Operasional
Prosedur

800/392/ESDA-Bappelitbangda/XI1/2020

Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 03 Desember 2020

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

WIBAWA KARTA RAHARJA

Disahkan oleh

KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELUITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM
KABUPATEN PURWAKARTA,

P -

e p——

DR. AEP DUROHMAN, $.Pd, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUD/
NLP. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.
2.
3.

O N U~

9.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten PurwakartaTahun 2005-2025;

Peraturan Daerah KabupatenPurwakartaNomor 11 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kab. PurwakartaTahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD KabupatenPurwakartaTahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

1. Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1
Memahami Peraturan Perundang-Undangan
Memahami Petunjuk Pelaksanaan

Mahir Mengoperasikan Komputer

Dapat Menyusun Materi Hasil Rapat Koordinasi

AN

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Perangkat Daerah Lingkup Koordinasi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 1. RPJPD, RTRW, dan RPJMD
2. SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kebijakan Kepala Daerah
3. SOP Penyusunan RKPD 3. Renstra/Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber
Daya Alam
4. Ruang Rapat dan Fasilitas Penunjangnya
5. Jaringan Internet
6. Alat Tulis Kantor
7. Komputer dan Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Data Yang Dihimpun Harus Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Sesuai Alur Mekanisme Pengusulan Kegiatan Usulan-Usulan Kegiatan Disimpan Dalam Bentuk Data Soft File
2. Usulan Kegiatan Yang Tidak Terinformasikan Dalam Rapat Koordinasi, Tidak Akan Masuk Dalam KUA PPAS dan Print Out




FELAKSAMNA MUTLU BAKL
MO URAIAN PROSEDUR Felzksans, Kasubid Kzbid, B
. SekrRtars, EsrmemEan Wakiy, Dutput
Ekonomi dan
DA
1| Mensidentifikasi sy Strategis  Kebisksn Kehiiskan Kepsls, Dsersh,  Surat 40 Ienit Agenda Kpprdingsi Internal
teptzng Keordingsi Parencansan, Fembangunan
Bidane Ekanami dzn 3DA
2| Mslaksanaken Anslisis, Kalian, Diskysi Internal Agenda Koprdingsl Internal 1.z200 Bumusan Hasil Koordingsi Internal
hsnis Kegiztan darni.PD
3. | Mslakszpakan  Analisiz,  Kaiian  Disiusl < Bumusan Hzsil Koprdingsl Internal 1.500 Bumusan Hesil  Egordinzsl
Ekstamal kegizkan, Dari PD hsnis Ekstamal Besiptan dand PO
4. hslakzanakan Kselatan Bapst Keerdinasi Rumusan Hasil Koerdinssi Ekskemal 2400 Bancangan Bumusan
Kegizkzn Dari PD hlsnit
5. | MWsmbust Draft Lzparsn Hasil Bzest Keerdingsi ¥ Rancangan Bumusan 120 Draft Bumuszn besiatan Kasrdingsi
[ i
IH
. | Menzoreksi Hzsil Bapst. Keerdinssi (Dreft Draft Bumuyszn. besiatan Baordingsi 75 Draft Dokuwmen Bumusan Tslah
Bumusan  Kegiztan  Beordines]  Motuk /K hlenit Dikorsksi Qleh Kepalz Sub Bidang
T | Msnzoreksi dan  Memarsf Hesil  Bapst X Draft Dokumen Bumusan Yang Telah 0 Draft Dobumen Bumusan Tslah
Kemrdinzsi 3 Dikarzksi Qlsh Kepalz Sub Bidane st Dikareksi dan Dipaet Qsh Keesla
L] st
F
2. | Msnsarmat Makenl dan Memarsl Hasil Bapst. Draft  Dpkumsn  Bumuszn. Tslah 30 Draft Dokwmen Bumusan Tslah
3 hembarz, Mencermat dan Menandaransani ¥ Draft Dokuman Bumuszan Yanz Taiah 30 Dokumen Bumusan Yang Tslah
dgkretaris,
10. | hMendokumentasikan  dan  Msndistribusikan Dekumen  Bumusan  Yang  Telah 50 Bumusan Kszspakatan, Nots Dings.

Ditandatansam Kepala,

Msni Dek. Rencana. Keri, PO, QI Yans
Telzh Terdokumentasi




Nomor Standar Operasional
Prosedur

800/393/SPW-Bappelitbangda/XI1/2020

Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 03 Desember 2020

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

WIBAWA KARTA RAHARJA

Disahkan oleh

KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELUITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM

KABUPATEN PURWAKARTA,

P -

e p——

DR. AEP DUROHMAN, $.Pd, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUD/
NLP. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten PurwakartaTahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Purwakarta Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD KabupatenPurwakartaTahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

O N U~

Pengembangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

1. Pendidikan Minimal Slta, Diutamakan S-1
Memahami Peraturan Perundang-Undangan
Memahami Petunjuk Pelaksanaan

Mahir Mengoperasikan Komputer

Dapat Menyusun Materi Hasil Rapat Koordinasi

ue wnN

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Perangkat Daerah Lingkup Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
2. SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

3. SOP Penyusunan RKPD

1. RPJPD, RTRW, Dan RPJMD

2. Kebijakan Kepala Daerah

Renstra/Renja SKPD Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana
Wilayah

Ruang Rapat dan Fasilitas Penunjangnya

Jaringan Internet

Alat Tulis Kantor

Komputer dan Printer

w

N o vk

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Data Yang Dihimpun Harus Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Sesuai Alur Mekanisme Pengusulan Kegiatan
2. Usulan Kegiatan Yang Tidak Terinformasikan Dalam Rapat Koordinasi, Tidak Akan Masuk Dalam KUA PPAS

Usulan-Usulan Kegiatan Disimpan Dalam Bentuk Data Soft File
dan Print Out




PELAESAMA FLUTU BAKL
MO URALAN FROSEDUR Pelaksanz, Kasubid %ﬁ? ] e - Output
1 Wenzidsntfikasi sy Shaiseis  Kehiskan Kehilakan Kepala Daerah, Surat Edaran, 40 Agenda Koordings] Internal
Pimeinan. Menerims, Dispesizi Kspsla, Sadan dgkda, Dispesizl kepsla Badan Ml=nit
Tentang tarrdingsl, ERIensanzan.
FPembangunan Bidang SFW
2 Melaksanakan Analisis, Kajian, Diskusi Internal Agenda Kpordingsi Internal 1200 Fumusan Hasil Koordinasi Internal
higniz Kegiztan Dari FD
3. Melakzanakan  Anslisis,  Kziian,  Dishusi Bumusan Hasil Egordingsi  Internal 1.500 Bumusan Fiasil Egardingsl
Ekstermal < Kegigtan Dari FD henix Ekstemal Kegiatan Dari FD
4. helaksanakan Kesiatan Bapat Keordinasi ¥ Fumusan  Hesil  Epordinasi 2.400 Bancansan Bumusan
Eksternzl Kegiatan Dari FD Menit.
5. hzmbust Draft Laporan, Hasil Bapst Koordings] h Aancansan Bumusan 120 Draft Bumuszn Ksgiatan Kpordinazi
C ] o
E. Wenzgreksi, Hesil Bapat. Keoordinesi (Drsft ¥ Draft Bumuszn Ksgiatan Koordingz 75 Draft Dokumen Bumusan Tslah
Bumusan  Kegistan  Keordings]  Untuk / lznit, Dikaraksl Qleh Kepals Sub Bidang
7. hWznzoreksi, dan  Mesmarsf Hesll  Baest Draft Dokumen Bumuszan, Yang Talzh) 40 Draft Dokumen Bumusan Tslah
Kpardingsi ¥ Rikpreks Qlsh Kepala Sub Bidans S Dikqreksi dan Diparsf Qleh Kspala
[ ] autene
'y
2 hzncermati Maker dan Memarsf Hesl Bapst Draft  Dgokumen  Bumusan  Telsh ey Draft Dokumen Bumusan Tslah
L sidans sekeetaris
3. hzmbacz, Mencsrmaz, dan Menandazangani L ] Drafr Dokumsan Bumussn, Yang Talsh) 30 Dokuman, Bumuzsn Yang Tslah
10. hMendoktumantasiken  dan  Mandiztribusikan, Dekumen  Bumusan  Yang  Telah &0 Bumusan Kesspakatan, Mots Dinas,

Ditandatanzani Kepala,

Menit | Dok Rensana Kera, PD, DIl Yang
Telah Terdokumantzsi




Nomor Standar Operasional
Prosedur

800/394/SPW-Bappelitbangda/XI1/2020

Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 03 Desember 2020

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

WIBAWA KARTA RAHARJA

Disahkan oleh

KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELUITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM

KABUPATEN PURWAKARTA,

P -

e p——

DR. AEP DUROHMAN, $.Pd, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUD/
NLP. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur : Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten PurwakartaTahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Purwakarta Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD KabupatenPurwakartaTahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

No e Ww

Pengembangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

L

1. Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1

Memahami Peraturan Perundang-Undangan

2
3. Memahami Petunjuk Pelaksanaan
4

Memiliki Kemampuan Dalam Memahami dan Menilai
Sebuah Pekerjaan Fisik di Lapangan
Mahir Mengoperasikan Komputer

6. Dapat Menyusun Materi Hasil Kegiatan Monitoring dan

Evaluasi

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Perangkat Daerah Lingkup Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
2. SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

3. SOP Penyusunan RKPD

w

LN WUL A

1. RPJPD, RTRW, RPJMD, dan RKPD
2. Kebijakan Kepala Daerah

Renstra/Renja SKPD Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana
Wilayah

DPA SKPD Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
Ruang Rapat dan fasilitas penunjangnya

Format isian monev

Jaringan internet

Alat Tulis Kantor

Komputer dan Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Data Yang Dihimpun Harus Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Sesuai Alur Mekanisme
2. Apabila Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Tidak Dilakukan Berakibat Tidak Teridentifikasinya Pencapaian Target-Target Dari PD Lingkup Bidang SPW

Hasil Monitoring Evaluasi Berupa Capaian Kegiatan Secara
Kuantitatif Disimpan Dalam Bentuk Data Soft File Dan Print Out




FELAKSANA WIUTU BAKU
MO URAIAN PROSEDUR Pelzksarz, Kasuhid %ﬂ e o ; Output
1 | Meneidentifikasi DFA FD Lingkup Bidans Sarang| kekiizkan kspals Daerah, Surat Edaran, 40 Lampiran  Kssiatan PO Lingkug
o Pracarans Wilavah :]—— Sekds, Disnesisl Sepala Badan Menit | BidangSPw
2 Menstapksn  KssiRtan-kssiaten, Yang  Akan b Kegiztan APED Fada FD 1.200 Rumusan KEegiztan Yang Akan
Rilzkukan Monitaring dan Eyaluas] BagRI Dilaksanakzn Mansy,
1
3 Mambuzt, ladwal Pelzksanzen Monitoring dan| Daftar Lokasi Kegiztan 1.500 Draft Lokasi Kgeigtap Yang Akan
4. | Kepalz Bidang Mensiapkan Bumussn, Monitarin Bumusan Kzeigtan Di PD Hgasil 2.400 Bumusan Kegiztan dan Lokasl
Lingkyg Bidang SFW
5. Felaksanzan Kuniungan Lapangan 3 Lampiran kegiztan dan Jadwal, 120 Dokumentazi Celsksanzan Keglamn,
r-— — hlemnit
I
E. Fembuatan Laparan Hasil Kunjiungan Lapangan, L] Draft Bumusan Kegiatan Mensy, 75 Draft  Dokumen  Bumusan  Tslah
lznit, Dikeresksl Qlzh Kepals Sub Bidans
7 hznzarsksl dan Msmaet Lapersn Hasil Bresy T /L Drafr Dekumsn Bumuszn, Yang Talish) 40 Draft  Dokumen  Bumusan  Tslah
Manitaring Eyzluasi \// > Rixorzksi Qlsn Kepala Sub Bidang Blenit Rikoreksl dan Riparsf Gish Ksoaly
* Bidane
g | Msncermat. Matsn dzn Memaraf, Hasl Bapst Draft  Dgkumsn  Buowssn  Telsh 0 Draft Dokumen  Bumusan  Tslah
Maonitoring Evzluasi, -] I| Dikoreksi dan. Diparaf Oleh Kepslg) hlanit Dicermzti  dan  Diparsf  Qlsh
; :
3. Msmbacs, Mencsrmasl dan Menandatansani Draft Dekumen Bumussn, Yang Telah e Dokumen  Bumussn  Yanz  Tslah
Dokumean Monitoring dan Evaluasi, Dicermati dzn Diparat Qlsh Sskretars Ienit Ditandatanszni Kepsla,
0. | Msndokumsniasiksn  dan. Mendistrikusikan Dekumen  Bumusan  Yans  Telah &0 Bumusan  Kesepzkstan, Mot
Ditand i Kepsl lenit Dinas, Dok. FRencana. Kerzs FOD,

Lagaran, Monitoring dan Evaluzsi Motuk Ditindzk
i

DIl =ng Telsh Tardokumentasi,




Nomor Standar Operasional 800/395/SPW-Bappelitbangda/XI1/2020
Prosedur

Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tanggal Revisi -

W] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Tangal Efeci 03 Desember 2020

Disahkan oleh
KABUPATEN PURWAKARTA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELUITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM
KABUPATEN PURWAKARTA,

P -
L

DR, AEP DUROHMAN, $.Pd, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUD/
NLP. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sarana

dan Prasarana Wilayah

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 1. Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 3. Memahami Petunjuk Pelaksanaan

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 4.  Mahir Mengoperasikan Komputer

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah; 5.  Memahami Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten PurwakartaTahun 2005-2025;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Purwakarta Tahun 2011-2031

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD KabupatenPurwakartaTahun 2018-2023;

8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

Pengembangan Daerah;

9. Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Perangkat Daerah Lingkup Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah 1. RPJPD, RTRW dan RPJMD

2. SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kebijakan Kepala Daerah

3. SOP Penyusunan RKPD 3. \F/{\tlei:\;;;ah/RenJa PD Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana
4. DPAPD Lingkup Bidang SPW
5. Ruang Rapat dan Fasilitas Penunjangnya
6. Jaringan Internet
7. Alat Tulis Kantor
8. Komputer dan Printer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Asistensi Tidak Telaksana Dengan Baik, Maka Akan Berpengaruh Pada Outcome Kegiatan Asistensi Penysunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Merupakan Bagian Integral Dari Perencanaan Pembangunan
Terkait Dengan Capaian Outcome dan Dampak Yang Diharapkan
Sebagai Umpan Balik Bagi Pembangunan.




PELAKSANA RAUTU BAKU
(o] URAIAN PROSEDUR GPEW : %%_Fhﬁ Output
1 | Menerima Orsft Dokumen/Rencana Keria 1 RKA/DPAFD 7 Hari RKA/DPA FD
angezran, (RKA/DFA) FD Lngkun Kaordinasi \ 2 RKFD
Gidang SPW |Bie » 3. Iukpis Standar Harea
2. | Eandslezasian Tveas Asienl FKA/DPA Seaual v Tupals Biganz SPW THer | Terpembma M Astens
Dengan.Theaksl kasubbid Yane Membidangl Sidang SFW
EY Pelsksanzan Asistensi RKA/DPA (Kgreksi dan 1. READPAPD 7 Hari RKA/DPA FD Yang Telah Dikoreksi
; 2. RKFPD
S 3. ks Standas Hatea
4. | Perbaikan RKA/DPA Qleh PO  (Setelah L RKA/DFA PD Linskun Koordinasi 7 Hari RKA/DFA FD Yang Telah Dikoreksi
Diksreksi) Bidang SPW Yang Telzh Dikoreksl
5. | Pelaksanzan Asitans] Lanivtan. (Finslisasi) ¥ RKA/DFA Lingkup, Kaerdinasi Bidang 7 Hari RKA/DFA PD Yang Telah Dikereks
3R, Yang Telah Dikarsksi
6. | Lezelisas. Dohumen Angsaen (RKAJDFA) 1 RKAJDPA Ungkup Koereings Bidans | 3Hen | RKA/DPA PD Yang Tslah SR
Ilglalul Pembukuhan Earaf Vaofikatar SPW Yang Telzh Dikareksi Hntuk Bitandzranaani
7. | Psnandstansanan  Dekumen  Pslaksanzan RKA/DPA Lingkup, Kperdingsi Bidang 2 Hari Riokymen, RKA/DPA PD
Anggaren RKAIDPA R SPW Yang Sudah, Sian Disistens




WIBAWA KARTA RAHARJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor Standar Operasional 800/396/PPE-Bappelitbangda/X11/2020

Prosedur

Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 03 Desember 2020

Disahkan oleh

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM
KABUPATEN PURWAKARTA,

N
—_
DR. AEP DUROHMAN, S Pd, M Pd
- PEMBINA UTARA MUDA
= NIF. 19680911 199302 1

Nama Standar Operasional Prosedur : Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 1.  Minimal D3
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah; 2. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Memahamai Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Menguasai Komputer dan Sistem Informasi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar
2. SOP Penyusunan Surat Keputusan

3. SOP Penyusunan RKPD

Dokuman Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan; Dokuman RPJPD,
RPJMD Kabupaten Purwakarta; Dokuman Kabupaten Dalam
Angka; Usulan Kegiatan Dari Perangkat Daerah; Komputer,
Printer dan Aplikasi SIPD; Alat Tulis Kantor dan Ruang Rapat

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik RKPD Tidak Dilaksanakan Maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Tidak Sesuai Dengan Tahapan Perencanaan | 1. Forum Konsultasi Publik RKPD dilaksanakan untuk
Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

memperoleh masukan perencanaan pembangunan serta
untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan
kesepakatan terhadap Penyusunan Rancangan Dokumen
Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

2. Forum Konsultasi Publik diikuti oleh semua pemangku
kepentingan di tingkat kabupaten (eksekutif, legislatif,
LSM/NGO, organisasi profesi dll)

3. Hasil Forum Konsultasi Publik adalah Berita Acara Hasil
Kesepakatan Forum Konsultasi Publik beserta lampirannya,
yang akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Akhir
Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)




PELAKSANA MUTU BUEL KET.
MO KEGIATAM
KABID FASUEBID ETAF KEFPALA PERSYARATAN/ KELENGKAPAN WaAKTU QUTPOT
1 2 3 4 5 7 2 ] 10 11
1 Ienzkaerdinazikan Internal Bidang, Terkait Persiapan Pelaksanzan Bzhan Bagat. 0 Matulan.
Kegiazan hsnik
2 Mempsrsiapkan Bahan Dan D=ta Pelaksanzan KRElRIA0,. 1. Mewlzn, £.720 Bzhan - Bzhan Paraiaran
L SKTim 1. Esramran Pemndans: hsnit Felaksanzan Kssiatan
2. lpdwaldzn Agends Aczra Yndanean
2. TsmestEziEkzangan
4. Pendukung Acara
5. Dafmrlndanszn.
£ Haresumess
7. Uswlan Kegiztan Dari PD
& BAForum Konzultasi Bublik
5. Eapsmn
10.  Sambutansismbutan
3 Membuat Adminizmasl CRrEia.. 1. Dispesis, 2.400 1 gkTim
1. SKTim, 2. DgftarAnssgta Tim Menit 2. Surat Undangan
2. Surat Undznzzan. v 3. DsfearHndanszn. 3. Meta Dinaz Penazivan
3. EgnesjyanMeta Dings Pensairan Kewanzan, 4. DPAEzgREn ANESRMAN
4. D)
4 Iglaksznzkan Bapas Keordings Barsiapan Eelaksanzzn Kagiatan v Bzhan Bagat. Lo Matulan.
hsnik
5 Ienerima Dan Mengglah Bahan Usulan Ksgiatan FD Dari Bidzang Usulan Kesiatan FD 2400 Usulan Kesiatan FD
& Menysleneearakan, Acars Kegiztan, Forum Konsultasi Publik, 1. Faparan Forum Konsyitas] 120 Ba Forum kKonsuitas] Eublik
> Fublik, Msnit
2. Ssmbutanciambutan
7 Mandakumentasikan Iansszndakan Dan Manearsinkan Rokumen Hzll Eanyslanegarzan Acars Lo Dekumen Hasil Acara Kegiztan,
Hazil Ksgiatan Kesiatan Msnit (B=ftar Hadic Eate:fate, DIL)
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Disahkan oleh

KABUPATEN PURWAKARTA
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Nama Standar Operasional Prosedur : Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

agrwdE

© o N

1.
2. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
3.

4. Menguasai

Minimal D3

Memahamai Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
Komputer dan Sistem Informasi Pemerintah
Daerah

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar
2. SOP Penyusunan Surat Keputusan
3. SOP Penyusunan RKPD

Dokuman Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan; Dokuman RPJMD
Kabupaten Purwakarta; Dokuman Kabupaten Dalam Angka;
Usulan Kegiatan Dari Perangkat Daerah; Komputer, Printer
dan Aplikasi SIPD; Alat Tulis Kantor dan Ruang Rapat.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Tidak Dilaksanakan Maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Tidak Sesuai Dengan Tahapan Perencanaan
Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

1.

Forum Perangkat Daerah Dilaksanakan Untuk Penajaman,
Penyelarasan, Klarifikasi, Dan Kesepakatan Terhadap
Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah
(RPJPD, RPJMD Dan RKPD)

Forum Perangkat Daerah Diikuti Oleh Semua Perangkat
Daerah

Hasil Forum Perangkat Daerah Adalah Berita Acara Hasil
Kesepakatan ~ Forum  Perangkat Daerah  Beserta
Lampirannya, Yang Akan Menjadi Bahan Penyusunan
Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD,
RPJMD Dan RKPD)




PELAKSAMA MUTU BLIKL KET.
MO, KEGIATAN
KABID KASUBID STAF KEPALA PERSYARATAN, KELENGKAPAN WAKTU OuUTPOT
1 z 3 4 5 7 8 3 10 11
1 Menekaerdingsikan Internal Bidane, Terkait Cersizpan Eslaksnazn Bahan Fapat, E0 Nozulen
Kesiatan i
_] Menit
2 Nemesrsispkan Bahan Dan Data Pelaksanzan KeiRtan., 1. Metylen £.720 Bahan— Ezhan Persispan,
1. SKTim . ;
2. Jadwal dap Agends Acars 2. Esretursn Peodndans: Msnit Pelaksanzan Kseiatan
3. TemestEslaksanzan Hedanezn
4. Pendukung Acara
5. DefterYndroszn,
. Marasumber v
7. Usulan Kegizkan Dari PD
& BA Forum Perangksat Dasrah
5. EazpamEn
10.  Sgmbutan-iambutan
3 NMismbuzt Administrasi Earakatan.. i 1. Disgesisi 2.400 1. SkTim
;o 2 Daftacénssats Tim Mt 2 Surat Undangan
' i ; i 3. DafierMndansan. 3. Nota Dinas Pengzivan
3. Eenssiyan Meta Dings Fencairan Kewanzan, 4 DPAKes
4 Melzksznakan Bapst Koordinasi Bersiznan Pelzksanzan Kesiatn Bahan Fapat, 120 Nozulen
hznit
5 Menerima dan Meaneolzh Bzhan Meulan Kegiztan PD Dari Bidang Usulzn Kssiatan PO 2.400 Usulzn Kssiatan PO
finss] Bapeli ; -
E Memyslengearakan, Aczra Kegiztan Forum Perzngkat Daerah 1. Paparan Forum Perangkst 120 Ba Forum Perangkas Daerzh
Daerzh Manit
I ZEmbutanciambutan
7 Mendakumentasikan Menssaodakan dan Menearsipkan Robumsn I Hazil Penyelensgaraan Acara 120 Dokumen Hesil Acara Kegistan
UrslssRtan ~— Kegizkan Msnt | (RaftacHadic Estesfete B
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DR. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
PEMBINA UTAMA NMUDA
NIF. 19680911 199302

1001

Nama Standar Operasional Prosedur : Penyelenggaraan Musrenbang

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

abrwnE

© o NP

1. Minimal D3

2. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Memahamai Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Menguasai Komputer dan Sistem Informasi Pemerintah
Daerah

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar
2. SOP Penyusunan Surat Keputusan
3. SOP Penyusunan RKPD

Dokuman Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan; Dokuman RPJPD dan
RPJMD Kabupaten Purwakarta; Dokuman Kabupaten Dalam
Angka; Usulan Kegiatan Dari Perangkat Daerah; Komputer,
Printer dan Aplikasi SIPD; Alat Tulis Kantor dan Ruang Rapat.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tidak Dilaksanakan Maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Tidak Sesuai Dengan Tahapan Perencanaan Yang
Telah Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

1. Musrenbang Dilaksanakan Untuk Penajaman, Penyelarasan,
Klarifikasi, dan Kesepakatan Terhadap Penyusunan
Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD
Dan RKPD)

2. Musrenbang Diikuti Oleh Semua Pemangku Kepentingan di
Tingkat Kabupaten (Eksekutif, Legislatif, LSM/NGO,
Organisasi Profesi DII)

3. Hasil Musrenbang Adalah Berita Acara Hasil Kesepakatan
Musrenbang Beserta Lampirannya, Yang Akan Menjadi Bahan
Penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Daerah
(RPJPD, RPJMD Dan RKPD)




PELAKEANA MUTU BUKU
N KEGIATAN KET.
KABID KASUEID ETAF KEPALA FPERSYARATAM/ KELEMGEAPAN WAKTU QUTPOT
1 F 3 4 5 7 3 k] 10 11
1 Menshaordinasikan internal Bidane, Terkair Parziaran Belaksanzan Bahan Bagat, &0 Natulen
kegiztan, Mk
2 hemesrsiapkan Bahan dan Data Pelakeanzan Keeitan., 1 Bgtulzn E.720 Bzhan —  Hshan  Fersisean
1. SKTim 2. Esraturan Pamindangs Msnit Pelaksanzan Kssiatan
2. Jzdwsldzn Agends Acarz Undangan
3. Tempest Pelaksanzan
4. FPendukung Acara
5. Dafar Undangzn,
& MarEsumber
7. Usulan Kegiztan Dari FD
2. BANuzenbang
3. FEapsran
10.  Sambutan-iambutan,
3 Membuyat Administrasi EarsmEian.. ¥ 1 Dispesizl 2.400 1 gkTim
1. 5ETim, 2. DsftarAnsegta Tim Meanit 2. Surat Undanean
2. Surst Undzngan. 3. Dafractndanszn, 3. Meta  Dinaz  FengaiyzEn
3. Esnesjuan Mota Dinzs Pencairan Kewanzzn, 4. DPAKsgiatan ANEEALEN
h
4 Nglaksanakan Bapat kaordingsi Eersizpan Felaksanazn hegintan Bzhan Bapat 120 Mazdlan
Mt
5 Menerima dan Weneglah Bahan Ysulan Kesiztan PO Dari Bidans Usulan Kegiatan PO 2.400 Usulan Kegiatan PO
‘oordinzsi Bapgelithaned .
& henysleneearakan Acars Kegiztan Musrenbang, 1 Faparan Musrenbang 120 Ba Musrenbang
2. Zsmbutanciambutan Manit
7 Melzkzrnakan Parsidangan Selamegk Usulan kesiztan PO &0 BA Sidans Kelomagk
- Mk
g2 hendakumentasikan. Meneszndakan Dan Kenearsipkan Dokumen Hazll Penyslanegarzan Acara 120 Dokumen  Hesll Acara Kegistan
Hazil bagiatan D Kasiatan Manit (Bfrar Hadin Eate:fate, BIL)




Nomor Standar Operasional
Prosedur

800/399/PPE-Bappelitbangda/X11/2020

Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 03 Desember 2020

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

WIBAWA KARTA RAHARJA

Disahkan oleh

KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELUITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM

KABUPATEN PURWAKARTA,

P -

e p——

DR. AEP DUROHMAN, $.Pd, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUD/
NLP. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur : Penyusunan RKPD

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 1. Minimal D3
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah; 2. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Memahami Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Menguasai Komputer dan Sistem Informasi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar Dokuman Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan
2. SOP Penyusunan Surat Keputusan Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan; Dokuman RPJPD dan
3. SOP Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kabupaten Purwakarta; Dokuman Kabupaten Dalam
4. SOP Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Angka; Usulan Kegiatan Dari Perangkat Daerah; Komputer,

Printer dan Aplikasi SIPD; Alat Tulis Kantor dan Ruang Rapat.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP Penyusunan RKPD Tidak Dilaksanakan Maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Tidak Sesuai Dengan Tahapan Perencanaan Yang Telah Diatur Dalam

Peraturan Perundang-Undangan.

1. Penyusunan RKPD Merupakan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Daerah Tahunan.

2. Penyusunan RKPD Dimulai Pada Awal Bulan Desember 2
Tahun Sebelum Perencanaan dan Paling Lambat Ditetapkan
Akhir Bulan Juni 1 Tahun Sebelum Perencanaan Oleh
Peraturan Kepala Daerah.




PELAKSANA MUTU BUKU KET.
NO. KEGIATAN PERSYARATAN/
KABID | KASUBID STAF KEPALA KELENGEAPAN WAKTU OUTPOT
1 2 3 4 5 7 E] g 10 11
1 | Mengkoordinasikan internal hidang. terkait EBahan rapat &80 menit | Nopalsn Eulan
nersiapan pelaksanasn kegistan Desember 2
tahun
sehelum,
perencansan |
2 | Mempersiapkan bahan dan data 1. Notulesn. 6.720 Eahan - bahan Bulan
penyusunan BEPD 2. Peraturan menit perziapan pelaksanaan | Dessmber 2
1. SK Tim Pesmpmsun REFPD; Rerundans: kegiatan tahun
2. jadwal dan agenda perencanasan. undangan sebhelum,
3. hasil penzendalian dan svaluasi 3. BPS Eabupatsn nerencanasn,
capaian kinena pslaksanasn REKPD 2 Dalam Anglka
tahun sshelum psrencanasn: 4. Hasil Daley
4. data capaiss indikator makio ¥ RPJMD /REFD
pembangunan 2 tahun sshelum . RPJPFD/RPJMD
RELSRGALARN,
2. ramusan prieritas pembansunan
dasrah tabun perencanaan:
5. mamusan keunangan dasgah,
7. usulan program, kesiatan dan
subkegiatan dagi PD,
8. peraburan perundansoundangan terkait
kehijakan perencanaan uniuk tahun
RELSnGARARN,
9. dil.
3 administrasi persuratan.: 1. Disposisi: 2.400 1. SK Tim; Eulan
1. SK Tim Egmyasun: * 2. Daltar anggota Tim: | menit 2. Surat Undangan: Dessmber 2
2. surat undangan 3. Daftar undanesan, 3. Surat permintaan tabun
3. zurat usulan kegiatan PD rapat: uswlan sehelum,
perencanaan |
4 rapat Tim Eegnyasuan dan - EBahan/paparan rapat 120 Hotulen, EBulan
TAFD, terkait koordinasi persianan menit, Dessmber 2
penymsunan REKFD tahun
sehelum,
perencanasn
5 | Menerma hahan/data penyusunan 1. Bahan usulan 2.400 Bahan persusunan, Bulan,
Koordinasi Bappelithanada Daerah daerah
2, Data capaian
kinera indikaker
l makto




NO.

EEGIATAN

PELAKSANA

MUTUO BUEU

EET.

EABID

EASUBID STAF

KEPALA

PERSYARATAN/
KELENGEAFPAN

WAKTUO

OUTPOT

2

4 =

=

9

10

Menyusun Bancangan Awal REPD tahun
petencanaan

npw

10.560
menit

Drait Rancangan Awal
REKPD

=1

dasrah tahun

perencanaan:

120

Menyusun SE Bupat tentans
Penyvempurnaan Bancangan Awal Benja FD

&

-

Ranwal REPD;

. Jadwal Pelaksanasn

Penysunan
Perencanaan

B0 menit

SE Bupafi tentang
Penyvempurnasgn

WMB@@@

Menyusun Rancangan REFD

Ranwal RKPD;

2.400

Eancangan REFD

Bulan Maret

10

Menviapkan bahan penyelenggaraan Forum
Eonsuliasi Bublilk REPD

b =

1.440

Eahan Forum
Konsultasi Bublik

Bulan Maret

11

Menyelengzarakan Forum Konsultasi
Publik RKFD

L ba

120
menit

BA Forum Konsultasi
Publik RKFD

BEulan Maret




PELAKSANA MUTU BUKU KET.
NO. KEGIATAN KABID | KASUBID | STAF | KEPALA PKEERLSEEAGRATAAN; WAKTU OUTPOT
1 2 3 4 5 7 8 g 10 11
12 | Menyiapkan penvslenggaraan 1. EBancangan RKFD 1.440 Eaban Mustenbang Bulan Maret
Musrenbang REKFD - 2. BEazhan Paparan menit REFD
3. Bahan Sambutan:
sambutan
13 | Menyslengearakan Mustsnbang REPD 1. Bahan Mursnbang 120 BA Musrenbang RKPD | Bulan Marst
Kabupaten 2. Faparan menit
3. Sambutan:
sambutan
14 | Menymsun Perumusan Bancangan Akhir 1. Eancangan REKFPD 2.400 Rancangan Akhir Bulan April -
REPD - menit REPD Mei
1
15 | Menymsun Peraturan Bupati tentang REFPD - 1. Esraturan 120 Draft Egraturan Burati | Bulan April
. FPerundaneg: menit tentang REKFD
¥ undanean
16 | Membuat surat permohenan Rivin Ranhic 1. Eanhir REFD 60 menit | Surat permohonan EBulan April
REPD ke Inzpekiorat Riviu Banhir REPD ke
4 Inzpelktorat
17 | Membuat surat permohonan Fasilitasi - 1. Eanhir REFD 80 menit | Surat permohonan Eulan April
REPD ke Gubsrnur melalui Bappeda FEasilitasi RKPD ke
Erovingi Grkernur melalui
EBappsda Provinsi
18 [ Memperhaiki Banhir REKPD sesuai dengan M 1. Hasil R 2.400 Hasil Perbaikan Ranbir | Bulan Mei
mazukan dari Inspsktorat dan Bappsda Inspekiorat memnit REFD
Cubernur
19 | Menyerahkan Feraturan Bupati tentang 1. Dokunmen REFD 260 Dokumen Penetapan Bulan Juni
RKPD dan Dokumen RKPD untuk . G menit Peraturan Bupati
ditstapkan golsh Bupati tentang RKPD dan
Doknmen EEFD




Nomor Standar Operasional
Prosedur

800/400/PPE-Bappelitbangda/X11/2020

Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 03 Desember 2020

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

WIBAWA KARTA RAHARJA

Disahkan oleh

KABUPATEN PURWAKARTA

e

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM

KABUPATEN PURWAKARTA,

e
- ——
DR. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIF. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur : Penyusunan RPJMD

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

aprwn e

© ® N

10.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

1. Minimal D3

. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

. Memahami Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

. Menguasai Komputer dan Sistem Informasi Pemerintah
Daerah

A wWN

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar Dokuman Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan
2. SOP Penyusunan Surat Keputusan Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan; Dokuman RPJPD
3. SOP Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Purwakarta; Dokuman Kabupaten Dalam Angka;
4. SOP Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Usulan Kegiatan Dari Perangkat Daerah; Komputer, Printer dan
5. SOP Penyusunan RKPD Aplikasi SIPD; Alat Tulis Kantor dan Ruang Rapat.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP Penyusunan RPJMD Tidak Dilaksanakan Maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Tidak Sesuai Dengan Tahapan Perencanaan Yang Telah Diatur Dalam
Peraturan Perundang-Undangan.

1. Penyusunan RPJMD Merupakan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Daerah Lima Tahunan.

2. Penyusunan RPJMD Dimulai Setelah Ditetapkan Kepala
Daerah Terpilih dan Paling Lambat Ditetapkan Enam Bulan
Oleh Peraturan Daerah.




PELAKSANA MUTU BUKU
NO. KEGIATAN BUPATI SEKDA PERSYARATAN/ KET.
KABID | KASUBID | STAF | KEPALA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 s 7 8 E] 10 11
1 | Mengkogrdinasilkan internal Eahan rapat 60 Notulen,
pelaksanaan kegiatan
2 | Mempersiapkan hahan dan 1. HNetulen, 6.720 BEahan — bahan
data penyusuanan BERJIMD 2. Peraturan menit persiapan,
1. 3K Tim Pegnyusun perundans; pelaksanasn
RPJMD; undangan kegiatan
2. jadwal dan agenda 3. BPS3
REfsncAnaan, Kabupaten
3. hasil pengendalian dan Dalam Anglka
svalpasi canadan kinsria 4. Hasil Dalsy
pelaksanaan RPJMD RPJMD
sebelumnya: 5. REJFD
4. data capaian indikater
makro pembangunan
pada RPIMD
sebelumnya/S tahun
terakhir

10. ugulan pesndanaan

ll-mm




NO.

KEGIATAN

BUPATI

SEEDA

PELAKSANA

MUTU BUET

KABID

KASUBID STAF

EEPALA

PERSYARATAN/
EELENGEAPAN

WAKTU

OUTPUT

KEET.

4 =)

g

9

10

11

l

1. Disposisi:
2. Daftar anszota
Tim:

3. Daftar
undangan
rapat:

2.400
menit

1. 5K Tim;

2. Surat
Undangan,

3. Surat
Rermintaan
nsulan

Bahan/paparan
rapat

120

Notulen

2.400

TS
5
=
Y

10.360

Draft Rancangan
Awal REJMD




NO.

KEGIATAN

BUPATI

SEKDA

PELAKSANA

MUTU BUEKU

EABID

KASUBID STAF

EEPALA

PERSYARATAN/
EELENGEAPAN

WAKTU

OUTPUT

KEET.

2

4 =)

e

10

11

RFPJMD
sebelumnya:

9. data capaian
indikator makro
pembansunan

pada RPJMD
sebelumnya/>
tabhun terakhir:
10. rancangan
teknolkratil
ERJMD vang
telah disusun
sehelum,
pelantikan
Kepala Daerah;
11. rumuasan visi

12, gambaran

13. rumusan izu

14, ugulan




PELAKSANA MUTU BUKU
NO- KEGIATAN BUPATI SEKDA KABID | KASUBID | STAF | KEPALA ﬁ%ﬁﬁf&l‘;ﬂﬂﬁ' WAKTU OUTPUT KET.
1 2 3 4 5 7 8 E 10 11
v Menyampaikan Rancangan Rancangan 30 1. Tanda terima
Awal RPIMD ke DFRD unbals Awal REJMD menit RERyAmRaian
RPJIMD;
2. HMNota
Eesspakatan
‘
Awal RPINMD
8 | Menvampaikan Rancansan Surat Bengantar | 2.100 Hasil Konsultasi
Sayal RPIMD ke Gubernur Bupati menit, Rancangan Awal
(Bappeda Erovinsi) unbak Rancansgan RPJMD dari
memperoleh masuloan Awal RPJMD Bappeda
Kesepakatan
Rancansan
Awal RPJIMD:
Has=il Dalby
RPJMD
g | Memperhaildi dan Rancangan 2.100 Eancangan Aw
menysmpurnakan Bancangan v Al RPJMD; menit RPJMD hasil
faal REJMD sesual dengan I:l Haszil Eonsultasi DENVEmPpUInasn,
Frovinsi Lomal REPJMD
| dari Bappsda
Prowvinsi
10 | Mensusun SE Bupati tentane l Banwal RFJMD: | 60 SE Bupafi
Penyvempurnasy BEancangan Jadwal menit tentansg
Pensmasunan 7
tahapan Renstra FD
| Ferencansan
11 | Menzasnn BEancangan v Ranwal REJMD: | 2.400
RPJMD I:' update data menit, RFEJMD
terbana
|
12 | Menyiapkan l 1.440 Eabhan Forum
penyslenggaraan Forum REPJMD menit, Eonsuliasi
Konsultasi Publik RPJMD |:| Bahan Paparan. Publik
Bahan
l, Sambutan:.
samblatas




PELAKSANA

MUTUO BUEUO

NO. KEGIATAN BUPATI SEKDA PERSYARATAN/ KET.
KABID | KASUBID | STAF | KEPALA | L orr oo oo | WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
13 | Menyvelenggarakan Foram 1. EBEahan Forum 120 BA Forum
Konsultasi Publik REJMD Konsultasi menit Konsultasi
Publik Publils RPJMD
2. Faparan
3. Bambutan:
sambutan
14 | Menyiapkan hahan 1. ERancanegan 1.440 Bahan,
penyelengzaraan Musrenhans EPJMD menit Musrenhang
REJMD - 2. Bahan Paparan RPJMD
3. BEshan
Sambutan:
sambiitan
13 y 1. Bahan 120 BA Musrenbang
Musrenbang RPIMD Murenbang menit RFJMD
2. Faparan
3. Bambutan:
sambutan
16 | Menyusun Perumusan 1. Eancangan 2.400 Eancangan
Eancangan Akhir RPJMD - RPJMD menit Akhir RPJMD
|
17 | Mengmuasun Draft Beraturan J. 1. Eeraturan 420 Draft Eeraturan
Daerah tentang RPJMD Perundans: menit Daerah tentang
undangan EFJMD
18 | Menyampaikan 1. Eancangan 30 1. Tanda
Akhir EPJMD dan Draft Alchir RPJIMD; menit Terima
Peraturan Daerah tentang 2. Draft Peraturan 2. Draft
EPJMD kg Sgheataris Daerah < Daerah tentansg Paraturan
melahy Bagian Hulkum uniulk RFJMD Daerah
di sempurnakan sesuad tentang
kaidah huloum RPJMD yang
telah diparaf
19 | Membuat surat 1. SBurat 60 Hagil Riviu
Eivin Ranhir RPJMD ke Permohonan menit Eanhir REFD
Inspektorat ) Riviu, oleh Inspektorat
- Bancanean
l Akhir RPJMD
20 | Memperhaiki Banhir RPJMD 1. Hasil Rivin 2.400 Hasil Perbaikan
sesual dengan masukan dari + Inzpskiorat menit Eanhir REJMD
Inspektorat




PELAKSANA

MUTU BUEU

NO. KEGIATAN BUPATI SEKDA PERSYARATAN/ KET.
KABID | KASUBID | STAF | KEPALA | o "o b o N | WAKTU OUTPUT
1 2 3 4 5 7 8 g 10 11
21 | Menvampaikan 1. Eancangan 2.400 Nota
Akhir RETMD dan Draft Alkhir RPJMD menit Kesspakatan
Peraturan Daerah tentang dan Draft Peraturan
REFJMD ke DPRD untulk di Peraturan Daerah tentang
bahas dan di Sahkan Daerah tentang RFJMD
RPJMD
22 | Menverahkan Peraturan 1. FPeraturan &0 1. Peraturan
Daerah tentang RPJMD dan Daerah tentang | muemnit Daerah
Dokumen FPJIMD uniuls > EFJMD ientang
ditetapkan olsh Bupati 2, RPJMD;
RPJMD 2.
REJMD
23 | Mensetapkan Peraturan 1. Eeraturan 960 1. Eeraturan
Daerah tentang RPIJMD dan D . Daerah tentang | menit Daerah
Dokumen RPJMD h RPJMD tentang
2, REJMD:
RPJMD 2.
EEJMD




Prosedur

Nomor Standar Operasional 800/401/Litb-Bappelitbangda/XI1/2020

Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tanggal Revisi -

W] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Tangal Efeci 03 Desember 2020

Disahkan oleh

KABUPATEN PURWAKARTA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELUITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM
KABUPATEN PURWAKARTA,

> |

g —

DR, AEP DUROHMAN, $.Pd, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUD/
NLP. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur : Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 91 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2020;

1. Pejabat Struktural/Staf

2. Memiliki Kewenangan Dalam Penyusunan Laporan
Keterangan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

3. Memiliki  Pemahaman Dalam Penyusunan Laporan
Keterangan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Internal

2. Lintas Perangkat Daerah

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
4. DPRD Kabupaten Purwakarta

RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025; RPJMD
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023; RKPD Kabupaten
Purwakarta Tahun 2020; Data Realisasi BKAD (Register LRA Dari
SIMDA); LAKIP/Laporan Kinerja Perangkat Daerah; Peralatan
Kantor; Alat Tulis Kantor dan Jaringan LAN.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP, Maka Proses Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahunan (LKPJ Tahunan) Ini Tidak Akan Berjalan Lancar

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati Purwakarta




PELAKSAMA

RALITL BAK L

BIDA MG LITBAMG

Daerzh dan Pemyesenan, Ls poran Keterangsn Pertanggungjawsban Bupati

Tidak

tidak sesual

Dats LkpldariPD

P URA LM PROSEDUR
KEF.ALA KEPA LA AR PELAPORAM FERA MNGK.AT
4 KELEMGK AP AN WAKTU ouUTPUT
DAERAH Bappelitbangda SeBIDx DAERAH
PELAPORATR

1 rdemerintahkan Kepala Bappelitbangda vntuk Peryursunan Laporan Alat tulk= 0,5 jam Arahan tugas
Keterangan Pertanzgungjzwsban Bupati Tehunan; | I

2 mdsnugeskan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan/subbid Alat Tulis, Komputer 0,5 jam Dizposisi surat, SK Tim
Ppelsparan untu k melzkuksn Pemyusunan Leporan Ketersangan Penyusum LKP) Bupati
Pertangzungjz wiban Kepala Deerah Tahunan; MeEnyesen SE Tim Tahwunan
PEnywsun LK P BEupati Tahunan

3 mMembuat surat dan format Penryusunan Laporan Keteramgan alat Tulis, Komputer 1 jam surat dan Format
Pertangzungiz waban Bupati Tahunan; PemyusunaEn LERPI PD

E mAsmyampaikan surat dan format pengempelan data penyusensn LKPS Swurat dan Format 1 jam Tanda terima
BEwpati ke seluruh Perangkat Daerah terkait Penyusunan dan Penyampaian PEnyusunan LKPI P Pemyampaian swrat dari
LEFI Bupati =esuai batas waktu yang ditentukan. FL

5 hiasing-masing Perangkat Deersh menys mpaikan dats yang dimints dan Format LKP I, data dan 7 hari Laporan Kinerja Instansi
sporan Evaluasi Hasll Renja ke Kepals Dasrsh sebagal bahan penyesunan .| I Informasi Kinerja PD, Pemerintah [La KIF)
LK Pl melzlwi B3 ppelitbanzds; Leporamn Reslizasi Fperangkat Dasrah

Keuangan, Ferangkat
Koo coet g

5 melakukan cross oek dan rekspitelasi dats hasil laporan Kinega dan Format LKFPS Eupati, 7 hari Hasil cross osk dan
weuwangan dari seluruh Perangkat Dasrshdan Menghkoordinassikan ke > Laporan Kinerja Instansi Reks pitulz =i
=emua Bidsnz-bidang yang ads di Bsppelitbhangds sesusi urussn yang Pemerintah [LAKIF) PEnyampsian LAKIF
i tamgani; Ferangksat Dasrah. FPerangkat Dasrah

T risngundang seluruh Perangkat aerah (Kasubbag Program | dan Bidang- I Alat Tulis, Kompwter 0,5 jam Undangan Rapat
bidang di Bappelitbangda uvntuk rapat Koordinasi Penyusunan LKPY Bupati
Tahunan {Rancanzan Awall; I |

E rdelak=anakan Rapat Koordina sl Penyesunan Laporan Keteranzan Alat Tulis, Komputer, 3 jam Hotulen Rapat
Pertangzungiz waban Bupati Tehunan Froye kior dan Ruang

REpat

=] hdsnyampaikan hasil koreksi dats LEKF) Perangkst Dasrah seseal wrusan - Datas Hasil Korsksi 1 jam Hasil Koreksi dats LEF)

yang tidak sesusl dengan ketentusn yansg berdakn; sporan Perangkat PO sesual Uressn.
I Daerah
10 |Korsksidan Rekapitulasi kembal Ha =l Penyusenan dsts LEKF) Peranghkat ¢ Frerbaikan stz PD yang 7 hari Lapaoran Perbaikan




P ELAK SAMA

MUTLU BAK U

BIDA MG LITBAMNG

M URA AN PROSEDUR
KEP &LA KE P& L& DaM PELAPORAMNS PERA MGKAT KEL ENGK AP AN WAKTL OLUTP UT
DAERAH Bappelitbangda SUBBID DAERAH
PELAPORA M
11 |mengundang selurvh Perangkat Daerah dan Bidang-bidangz di l. alat Tulis, Komputer 0,5 jam Undangan Rapat
Eappelitbangds untuk rapat Koordinas! Penyampaian RENCENZan 3wa
Penyusunan LEP) Bupati
12 |mielakzanakan Rapat Koordingsi Penyampaian Rancangan Awa ‘, alat Tulis, Komputber, 3 jam Motulen Rapat
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahunan; Proyeltor dan Ruang
Rapst
13 | Mengoreksi hasil penyusunan Laporan Keterangan Pertanggengawaban Alat tulis, Draft 1 hari Konsep Nota pengantar
[LK PP} Bupati secara seksama sebeluvm dibvkukan untuk disampaikan ke Rancangan Awsl LEKFS Lajporan
DFRD K3 bupaten Purwakarts; - Bupati Purwa karta
1
14 | rdeneliti dan menandatangani nota pengantar dan dokemen Laporan alat tulis, stempel dinas, 1 jam Laporan LKPJ Bupati
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati; Tidak Maota pengantar & Purwakarta
Lapaoran LKFJ
15 |kenyampaikan Nota Pengantar dan Dokemen Laporan Keterangan Ta O b meen Lajp=nran 1 jam Tanda terima

Pertanggzungja waban [LKPI] ke DPRD Ksbupsten Purwakarta.

Keterangan
Pertangzungjz waban
[LKPS]

Fenyampaian Laporan
LKPJ Bupati




Nomor Standar Operasional
Prosedur

800/402/PPM-Bappelitbangda/XI11/2020

Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 03 Desember 2020

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

WIBAWA KARTA RAHARJA

Disahkan oleh

KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELUITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM

KABUPATEN PURWAKARTA,

P -

e p——

DR. AEP DUROHMAN, $.Pd, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUD/
NLP. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten PurwakartaTahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Purwakarta Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD KabupatenPurwakartaTahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

O N U~

Pengembangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

1. Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1
Memahami Peraturan Perundang-Undangan
Memahami Petunjuk Pelaksanaan

Mahir Mengoperasikan Komputer

Dapat Menyusun Materi Hasil Rapat Koordinasi

ue wnN

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Perangkat Daerah Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

3. SOP Penyusunan RKPD

1. RPJPD, RTRW, Dan RPJMD

2. Kebijakan Kepala Daerah

Renstra/Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

Ruang Rapat dan Fasilitas Penunjangnya

Jaringan Internet

Alat Tulis Kantor

Komputer dan Printer

w

N o vk

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Data Yang Dihimpun Harus Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Sesuai Alur Mekanisme Pengusulan Kegiatan
2. Usulan Kegiatan Yang Tidak Terinformasikan Dalam Rapat Koordinasi, Tidak Akan Masuk Dalam KUA PPAS

Usulan-Usulan Kegiatan Disimpan Dalam Bentuk Data Soft File

dan Print Out




FELAKSAMA MUTL BAKU
MO URALAN PROSEDUR Pelzksanz, Kasubid, ﬁ%ﬂ i : - Output
L | Mensidentifikasi lay  Straiesis,  Kehisksn Kebiiakan Kgpala Daerah, Surat Edaran, 40 Agenda Koprdinasi Internal
Tentang Kaerdinasl ERIENzaNgan.
Pembangunan Bidang PPM
2 Melakzanakan Analisiz, Kajian, Diskusi Internal Azenda Kgordingsi Internal 1.200 Rumusan Hasil Koordinasi Internal
hsnis Kegizian Dari PD
3| Mslsksaoakan  Analisis  Kaliane  Dishusl Bumusan Hesil Egardingsl  Internal 1.500 Bxmysan Hesil  Kperdingsi
Ekstemal < Kegiztan, Dari FD hlanis Eksteimal Bgsiatan Dari PO
4 Melakzanakan Eseiatan Bapst Koordinasi ¥ Bumusan  Haszl  Kpordinasi 1400 Rancansan Bumusan
Ekstemnzl Kgsiagan Dari PO hsnit
5. heambyat, Draft Laporan Hazil Rapat Koordingsi h J Rancansan Bumusan 120 Drafr Bumuszn kesiatan Kperdingsi
[ e
IH
E. | Mensareksi Hzsil Barst. Keordingsi (Drsft v Draft Bumuszn besiatan Kasrdingsi 75 Draft Dokwmen Bumusan Tslah
Bumusan  Kegiz@n  Keoodinss]  Mowk Ve Ilsnit Disarzksl QUsh Kepalz Sub Bidang
ES Meznzoreksi, dao  Memarsf Hasil  Baest Draft Dokumen Bumuszn. Yang Telzh 40 Draft Dokumen Bumuzan Tslah
Keardingsi ¥ Dikgreksi Qlsh Kepala Sub Bidans M Dikareksi dan Digaraf Qleh Kepala
[ e
2 | Msnssrmatl Mateo dan Memarst Hesl Bapst Draft  Dekuman  Bumsssn  TelEy 20 Draft Dokwmen Bumusan Tslah
Kemrdingsi »] Dikorzksl dzn. Dipgaf Qish Kzgals) Blznit Dicermati  dan  DRigarzf  Qeh
L Bidane Sekretaris
5| Membarz MWsnssnmat dzn Mensndasansani 4 Draft Dokumsen Bumyszn. Yang Telzh) 20 Dekuman Bumusan Yanz Tslah
0. | Msndokumsniasikan dan Mandistribusikan Dekumen  Bumusan  Yang  Telgh &0 Rumusan Keszpakatan, Mots Dings

Ditandatanszzani Kepsla,

Msnit. | Dok Rensana Kema PD, DIl Vang
Talzh Terdokumentasi




Nomor Standar Operasional 800/403/PPM-Bappelitbangda/XI11/2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

WBAIA KARTA RAHARA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Prosedur

Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 03 Desember 2020

KABUPATEN PURWAKARTA

Disahkan oleh

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELUITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAM

KABUPATEN PURWAKARTA,

| S

P -

e p——

DR. AEP DUROHMAN, 5.Pd, M.Pd

PEMBINA UTAMA MUD/
NLP. 19680911 199302 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur : Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.
2.

No e Ww

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten PurwakartaTahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Purwakarta Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD KabupatenPurwakartaTahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

Pengembangan Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

2.
3.
4

1.

L

Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1

Memahami Peraturan Perundang-Undangan

Memahami Petunjuk Pelaksanaan

Memiliki Kemampuan Dalam Memahami dan Menilai
Sebuah Pekerjaan Fisik di Lapangan

Mahir Mengoperasikan Komputer

Dapat Menyusun Materi Hasil Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Perangkat Daerah Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1. RPJPD, RTRW, RPJMD, dan RKPD
2. SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kebijakan Kepala Daerah
3. SOP Penyusunan RKPD 3. Renstra/Renja PD L.lngkup Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
4. DPA PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia
5. Ruang Rapat dan Fasilitas Penunjangnya
6. Format Isian Monev
7. Jaringan Internet
8. Alat Tulis Kantor
9. Komputer dan Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Data Yang Dihimpun Harus Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Sesuai Alur Mekanisme Hasil Monitoring Evaluasi Berupa Capaian Kegiatan Secara
2. Apabila Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tidak Dilakukan Berakibat Tidak Teridentifikasinya Pencapaian Target-Target Dari PD Lingkup | Kuantitatif Disimpan Dalam Bentuk Data Soft File Dan Print Out

Bidang PPM




PELAKSAMNA MLITL BAKLY

MO URAIAN FROSEDUR Palzksanz, Kasubid %ﬂ R R Output

1| Mengidersifikzsi, DPA PD  Lingkup  Bidang Kebiiakan Kgpala Daerah, Surat Edaran, 40 LampirEn  Kseigtan PO Lingkug
Femerintahan dan. Pembangunan Manusiz Sgkda, Dizpesiz Kepala Bedan Ilenit, Eidang FPM

2. | Mansizpksn  Kssiatankgsiaten, Yang  Aksn L Kegiztan APBD Pada PD 1.200 Rumusan Eegiztam  Yang  Akan
Dilzkukan Monitoring dan Evaliast hlenit Rileksanakan Mensy,

Il

3. | Membuzt lzdwal Belzksanasn Monitoring dan Daftar bokas Kegiztan, 1.600 Draft Lokasi Kegiatap Yang Akan

4. | kempsls Bidane Menstapkan Bumussn, Monitorin Aumusan Kseiztan Di FD Hasil 2400 Rumusan Kegiztan dan Lakasl
Lingkup Bidang PRM

5. | Pzlakzanzan Kuniungan Lapangsn L LamgirzEn Kegiztan dan Jadwal, 120 Dekumantasi Eelaksanzan Kegiamn

ud — hdlenis
I
6. | Psmbuztan Laparsn Hasil Kunivngan Lapansan L] Draft Bumuszn Kesiaten Mansy 75 Draft  Dokpmen  Bumusan  Tslab
Mlenit Dikareksi Qleh Kepals Sub Bidans

7| Wensoreksi dan MWsmarst Lapersn Hesil Bapsy T A Drafr Dobumen, Rumuszn, Yang Telah 40 Draft  Dokwmen Bumwsan  Tslah

Monitoring Exzluasi 4 » Dikareksi Qlsh Kepals Sub Bidans hl=nit Dikoreksi dan Dipasf Qleh Kepaly
L Bidans

8. | Mencermati Matsn. dan Memarst Hesil Bapsy Draft  Dekumen  Bumusan  Telb 20 Draft  Dokwmen Bumwsan  Tslah

Monitoring Exzluasi . Dikoreksi dan. Dipzaf Qleh Kepalal  Manit Dicermati  dan  Diparel  Qlsn
Bidans Sghkretars

8 | Msmbacs, Mencermati dan Mensndstansani Draft Dokumen Bumusan, Yang Telah 20 Dekuman  Bumusan  Yang  Tslad
Dokumen Monitaring dan Evaluasi, 'I:I Dicermati dan. Dipacat Qlsh 3skestaris Izt Ditandatanzani Kepsla,

100 | Mendekumentasikan  dan  Mendistoibusikan Dokumen  Bumusan  Yang  Telah &0 Aumusan  Kssepskstan, MNota
Laparan, Monitoring dan Evaluasi Untuk Disindzk o Ditandatansani Karala. Msnit

Laniyt.

|

Dinzs. Dok Bencana, Ksoa FO.
DIl ¥ang Telzh Terdokumentzsi
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Nama Standar Operasional Prosedur : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 1. Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 3. Memahami Petunjuk Pelaksanaan

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 4.  Mahir Mengoperasikan Komputer

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah; 5.  Memahami Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten PurwakartaTahun 2005-2025;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Purwakarta Tahun 2011-2031

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD KabupatenPurwakartaTahun 2018-2023;

8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

Pengembangan Daerah;

9. Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Perangkat Daerah Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1. RPJPD, RTRW dan RPJMD

2. SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kebijakan Kepala Daerah

3. SOP Penyusunan RKPD 3. Renstra/Renja PD L.|ngkup Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia

4. DPAPD Lingkup Bidang PPM
5. Ruang Rapat dan Fasilitas Penunjangnya
6. Jaringan Internet
7. Alat Tulis Kantor
8. Komputer dan Printer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Asistensi Tidak Telaksana Dengan Baik, Maka Akan Berpengaruh Pada Outcome Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Merupakan Bagian Integral Dari Perencanaan Pembangunan
Terkait Dengan Capaian Outcome dan Dampak Yang Diharapkan
Sebagai Umpan Balik Bagi Pembangunan.
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Dikereksil Bidang FFM Yang Telah Dikersksi
5. | Pelaksanaan Asitensi Lanivtan (Finslizssi) RKA/DPA Lingkwp, Kperdingsi Bidane 7 Hari RKA/DPA PO Yang Telah Dikoreksi
FPM Yang Telah Dikoreksi
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